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TENTANG
PROGRAM DESA HELAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa desa merupakan entitas pemerintahan terdekat
dengan masyarakat yang memiliki peran strategis
dalam pembangunan nasional dan daerah, sehingga
pembangunan desa perlu dilaksanakan dengan
memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya
alam yang dimiliki desa serta mendayagunakan
partisipasi dan gotong royong masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan mengenai
pemberdayaan masyarakat desa, desa didorong untuk
mampu melakukan aksi bersama dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan
kelembagaan masyarakat, pengembangan ekonomi
desa, serta  pengelolaan  lingkungan  secara
berkelanjutan;

bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya desa
yang bersih, tertata, lestari, aman, dan berdaya saing,
diperlukan suatu gerakan pembangunan desa yang
terpadu, terintegrasi, dan berbasis partisipasi
masyarakat serta berorientasi pada pembangunan desa
yang berkelanjutan;

bahwa konsep Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman,
dan Unggul) merupakan pendekatan pembangunan
desa yang menekankan kelestarian lingkungan,
estetika wilayah, keberlanjutan budaya, keamanan
masyarakat, serta penguatan daya saing ekonomi desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program
Desa HELAU.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539)
secbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2023 Nomor 35);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 18);

19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 251);

20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun
2024 tentang Kebijakan Strategi dalam Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2024 Nomor 288);

21. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2026 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan
Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2026 Nomor 361).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM DESA HELAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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16.

17.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Kecamatan adalah Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah
kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Lomba Desa adalah evaluasi dan penilaian perkembangan
penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang
cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Program Desa HELAU adalah program pembangunan desa di Kabupaten
Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan
desa berbasis lima pilar, yaitu Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Desa HELAU adalah desa yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan
desa berbasis kelestarian lingkungan, penataan wilayah, pelestarian
budaya, ketahanan sosial masyarakat, dan penguatan daya saing ekonomi
desa.

Pilar HELAU adalah lima dimensi utama pembangunan desa dalam
Program Desa HELAU yang terdiri atas:

a. Hijau, yaitu kondisi desa yang menjaga kelestarian lingkungan hidup
melalui penghijauan, pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya
alam, serta penerapan praktik pembangunan dan pertanian yang
ramah lingkungan;



18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

(1)

b. Elok, yaitu kondisi desa yang tertata, rapi, bersih, dan nyaman melalui
penataan ruang desa, pengelolaan infrastruktur, serta penguatan
cstetika lingkungan yang mendukung kualitas hidup masyarakat dan
potensi pariwisata;

c. Lestari, yaitu kondisi desa yang menjaga keberlanjutan budaya lokal,
adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal, dan warisan budaya masyarakat
desa;

d. Aman, yaitu kondisi desa yang kondusif, tertib, dan harmonis melalui
penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sistem keamanan
lingkungan, serta pelayanan publik yang baik; dan

e. Unggul, yaitu kondisi desa yang memiliki keunggulan dan daya saing
melalui pengembangan potensi ekonomi desa, penguatan kelembagaan
usaha desa, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah,
pengembangan desa wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan penguatan inovasi desa.

Indikator Desa HELAU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat capaian penerapan pilar HELAU dalam pembangunan desa.

Evaluasi Desa HELAU adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap
pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkala oleh Pemerintah
Daerah.

Lomba Desa HELAU adalah kegiatan evaluasi dan apresiasi terhadap desa
yang berhasil mengimplementasikan Program Desa HELAU berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan.

Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Satgas HELAU Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, serta perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Program Desa
HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Kecamatan yang selanjutnya
disebut Satgas HELAU Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat
untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.

Satuan Tugas Program Desa HELAU Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Satgas HELAU Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, dan
pelaporan Program Desa HELAU di tingkat desa.

Sekretariat Satgas HELAU adalah unsur pendukung administratif dan
teknis dalam pelaksanaan tugas Satgas HELAU pada tingkat kabupaten,
kecamatan, dan desa.

Tim Penilai Lomba Desa HELAU adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU
dan Lomba Desa HELAU berdasarkan indikator yang telah ditetapkan,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Program
Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.



(2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk:

a.

mendorong terwujudnya desa yang bersih, tertata, lestari, aman, dan
berdaya saing melalui pendekatan pembangunan desa berbasis pilar
HELAU;

meningkatkan kualitas lingkungan hidup desa melalui pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengelolaan kebersihan
dan persampahan yang baik;

mewujudkan penataan ruang desa yang rapi, tertib, dan memiliki
estetika lingkungan yang mendukung kenyamanan dan potensi
pengembangan wilayah;

menjaga kelestarian budaya lokal, adat istiadat, serta nilai-nilai
kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial
masyarakat desa;

meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta
memperkuat ketahanan sosial masyarakat;

mendorong pengembangan potensi dan daya saing ekonomi desa
melalui penguatan usaha ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan
menengah, pertanian, pariwisata, dan inovasi desa;

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
melalui semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat;

mewujudkan pembangunan desa yang selaras dengan arah
pembangunan daerah Kabupaten Lampung Selatan serta prinsip
pembangunan berkelanjutan; dan

mendorong desa sebagai pusat pembangunan berbasis potensi lokal
yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

I T

konsep dan pilar;

pelaksanaan program,;

kelembagaan,;

peran dan tanggung jawab;
pembinaan, pemantauan, dan evaluasi;
penilaian dan pelaksanaan lomba;
pembiayaan; dan

ketentuan lain.



BAB 1V
PILAR PEMBANGUNAN DESA HELAU

Pasal 4

Program Desa HELAU merupakan pendekatan pembangunan desa di
Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan secara terpadu melalui
penguatan aspek lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, ketahanan
sosial masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi desa.

(1)
(2)

(3)

(1)

(1)

Pasal 5
Program Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan pilar HELAU.
Pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Hijau;
b. Elok;
c. Lestari;
d. Aman; dan
e.

Unggul.
Pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penilaian Program
Desa HELAU.
Pasal 6

Pilar Hijau merupakan upaya mewujudkan desa yang memiliki lingkungan
hidup yang bersih, asri, sehat, dan berkelanjutan.

Pilar Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan desa;
pengelolaan sampah berbasis sumber;

penghijauan dan pelestarian ruang terbuka hijau desa;
perlindungan den pengelolaan sumber daya alam desa; dan

¢ e o

penerapan praktik pertanian dan kegiatan ekonomi yang ramah
lingkungan.
Pasal 7

Pilar Elok merupakan upaya mewujudkan desa yang tertata, rapi, dan
memiliki estetika lingkungan yang baik.

Pilar Elok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penataan ruang desa secara tertib dan terencana;

penataan kawasan permukiman dan fasilitas umum desa;
pemeliharaan kerapian dan estetika lingkungan desa;

penguatan estetika lingkungan desa; dan

o o o o

pengembangan potensi desa yang memiliki nilai keindahan dan daya
tarik wisata.

Pasal 8

Pilar Lestari merupakan upaya mewujudkan desa yang menjaga
keberlanjutan nilai budaya, adat istiadat, kearifan lokal, dan warisan
budaya masyarakat desa.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pilar Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pelestarian budaya dan kearifan lokal;

penguatan identitas dan tradisi masyarakat desa;

perlindungan nilai-nilai adat istiadat;

pelestarian warisan budaya desa; dan

o o o o

pengembangan kegiatan sosial budaya yang memperkuat karakter
masyarakat desa.
Pasal 9

Pilar Aman merupakan upaya mewujudkan desa yang kondusif, tertib, dan
harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Pilar Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
b. pengembangan sistem keamanan lingkungan desa;

c. pencegahan dan penanganan kerawanan sosial, termasuk
penyalahgunaan narkoba, perlindungan perempuan dan anak, serta
kesiapsiagaan bencana;

d. penguatan kelembagaan perlindungan masyarakat dan pelayanan
publik desa; dan

e. penguatan ketahanan sosial masyarakat desa.

Pasal 10

Pilar Unggul merupakan upaya mewujudkan desa yang memiliki
keunggulan, daya saing, dan kemandirian melalui pengembangan potensi
ekonomi desa, penguatan kelembagaan usaha desa, peningkatan kapasitas
masyarakat, dan penguatan inovasi desa.

Pilar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
pengembangan potensi ekonomi desa;

penguatan Badan Usaha Milik Desa;

penguatan usaha mikro kecil dan menengah desa;

pengembangan desa wisata;

pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat;

e opo oo

peningkatan kapasitas masyarakat desa; dan

g. penguatan inovasi desa.

Pengembangan Pilar Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan desa.
BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM DESA HELAU

Bagian Kesatu
Perencanaan Program

Pasal 11

Program Desa HELAU dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan
berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan desa.



(3)

(2)

(3)

Perencanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa yang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Perencanaan Program Desa HELAU disusun berdasarkan potensi,
permasalahan, dan kebutuhan masyarakat desa.

Penyusunan perencanaan Program Desa HELAU dileksanakan melalui
mekanisme musyawarah desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program
Pasal 12

Program Desa HELAU dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama
masyarakat desa.

Pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang mendukung pilar HELAU.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melibatkan:

a. lembaga kemasyarakatan desa;

b. kelompok masyarakat;
c. pelaku usaha;
d. lembeaga pendidikan; dan
e. pemangku kepentingan lainnya.
Bagian Ketiga
Integrasi Pilar HELAU dalam Pembangunan Desa
Pasal 13

Pelaksanaan  Program  Desa  HELAU  dilaksanakan  dengan
mengintegrasikan lima pilar pembangunan desa.

Integrasi pilar HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam:

a. pembangunan lingkungan desa,

b. penataan wilayah dan infrastruktur desa;

c. pelestarian budaya dan kearifan lokal;

d. penguatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
e. pengembangan potensi ekonomi desa.

Pemerintah Desa mengembangkan inovasi dan kegiatan pembangunan
desa yang mendukung penerapan pilar HELAU.



(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Indikator Pelaksanaan Program

Pasal 14

Pelaksanaan Program Desa HELAU diukur melalui indikator pelaksana}an
Program Desa HELAU yang mencerminkan capaian pada setiap pilar
HELAU.

Indikator pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi indikator pada:

pilar Hijau;
pilar Elok;

pilar Lestari;
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pilar Aman; dan
e.  pilar Unggul.

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator pelaksanaan Program Desa
HELAU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Koordinasi Pelaksanaan Program
Pasal 15

Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan secara terkoordinasi
antara:

a. Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Kecamatan; dan
c. Pemerintah Desa;

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam
pelaksanaan Program Desa HELAU.

Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Program Desa
HELAU di wilayah kecamatan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 16

Pemerintah Desa melalui Satgas HELAU Desa menyampaikan laporan
pelaksanaan Program Desa HELAU secara berkala kepada Camat melalui
Satgas HELAU Kecamatan.

Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan
melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan penyampaian laporan pelaksanaan
Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satgas
HELAU Kabupaten.

Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten
menghimpun, menelaah, dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Program Desa HELAU kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
digunakan sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan
perumusan kebijakan pelaksanaan Program Desa HELAU,



(1)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

BAB VI
KELEMBAGAAN PROGRAM DESA HELAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pelaksanaan Program Desa HELAU dilaksanakan secara terkoordinasi
melalui kelembagaan pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat
Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Kelembagaan pelaksanaan Program Desa HELAU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Satgas HELAU Kabupaten,
b. Satgas HELAU Kecamatan; dan
c. Satgas HELAU Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat pada setiap tingkatan.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memastikan
pelaksanaan Program Desa HELAU berjalan secara terarah, terukur,
efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Satgas HELAU Kabupaten

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kabupaten,
Bupati membentuk Satgas HELAU Kabupaten.

Satgas HELAU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Satgas HELAU Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Pasal 19

Satgas HELAU Kabupaten mempunyai tugas :

a.
b.

merumuskan kebijakan pelaksanaan Program Desa HELAU;

menyusun rencana aksi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat
kabupaten;

melakukan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU dengan Perangkat
Daerah, kecamatan, dan pemerintah desa;

melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kecamatan dan desa;

menyusun indikator, instrumen penilaian, dan standar evaluasi Desa
HELAU;

menyusun Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU setiap tahun;
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU;

mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Lomba Desa HELAU tingkat
kabupaten; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Bupati
melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20
Susunan kecanggotaan Satgas HELAU Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. sekretaris;
d. bidang atau kelompok kerja; dan
e. anggota.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio
oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex
officio oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal dari unsur
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bidang atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
paling sedikit terdiri atas:

a. bidang penguatan pilar Hijau dan Elok;

bidang penguatan pilar Lestari dan Aman;

bidang penguatan pilar Unggul;

bidang data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
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bidang sosialisasi, kemitraan, dan lomba.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur
perangkat daerah terkait, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha,
media, lembaga masyarakat, dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Satgas HELAU
Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Kabupaten dibantu oleh
Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten berkedudukan pada perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten berada pada kantor perangkat
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU
Kabupaten;

b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan rapat kerja
Satgas HELAU Kabupaten;

c. menghimpun, mengelola, dan menelaah data serta laporan
pelaksanaan Program Desa HELAU;



(1)

(2)

d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
Program Desa HELAU;

¢. mengelola dokumentasi dan arsip Program Desa HELAU; dan
mendukung pelaksanaan penilaian dan Lomba Desa HELAU.
Bagian Ketiga
Satgas HELAU Kecamatan
Pasal 22

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di wilayah kecamatan,
Camat membentuk Satgas HELAU Kecamatan.

Satgas HELAU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Camat.

Satgas HELAU Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Pasal 23

Satgas HELAU Kecamatan mempunyai tugas:

a.
b.
c.
d.

(1)

()

(3)

(5)

(6)

melakukan koordinasi pelaksanaan Program Desa HELAU di desa,
melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa;
memfasilitasi penerapan indikator Desa HELAU di desa;

melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;

memfasilitasi pembinaan, verifikasi awal, dan penyiapan desa dalam
pelaksanaan Program Desa HELAU dan Lomba Desa HELAU; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada Satgas
HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten.
Pasal 24
Susunan keanggotaan Satgas HELAU Kecamatan terdiri atas:
penanggung jawab;

b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris; dan
e. anggota.,

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat
secara ex officio oleh Camat.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat secara ex officio
oleh Sekretaris Kecamatan.

Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berasal dari
unsur seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan/atau
pemerintahan.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari unsur
sekretariat kecamatan.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari unsur
kecamatan, unsur instansi atau unit pelayanan di wilayah kecamatan,
pendamping desa, serta unsur masyarakat sesuai kebutuhan.



(7)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

6)
(7)

8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Satgas HELAU
Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat,
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Kecamatan dibantu oleh
Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan.

Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan berkedudukan dan berada pada
kantor kecamatan.

Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU
Kecamatan,

menghimpun laporan pelaksanaan Program Desa HELAU dari desa,
menyiapkan bahan verifikasi, pembinaan, dan pendampingan;

mengelola data, dokumentasi, dan pelaporan di tingkat kecamatan; dan
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memfasilitasi penyiapan desa dalam evaluasi dan Lomba Desa HELAU.

Bagian Keempat
Satgas HELAU Desa

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa, Kepala
Desa membentuk Satgas HELAU Desa.,

Satgas HELAU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Satgas HELAU Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

Susunan keanggotaan Satgas HELAU Desa terdiri atas:
pembina;

b. ketua;

c. sekretaris;

d. koordinator bidang; dan

e. anggota.

Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex
officio oleh Kepala Desa.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat secara ex officio
oleh Sekretaris Desa.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ berasal dari unsur
perangkat desa.

Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling
sedikit terdiri atas:

o

bidang Hijau dan Elok;

b. bidang Lestari dan Aman,;

c. bidang Unggul; dan

d. bidang data, dokumentasi, dan pelaporan.



(10)

Anggota scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berasal dari unsur
pcrangkat desa, kepala dusun, lembaga kemasyarakatan desa, satuan
perlindungan masyarakat, unsur BUM Desa, kelompok masyarakat, tokoh
adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur pemuda,
dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.

Badan Permusyawaratan Desa dapat dilibatkan dalam musyawarah,
pemberian masukan, dan pengawasan sosial atas pelaksanaan Program
Desa HELAU sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Satgas HELAU Desa mempunyai tugas:

a.
b.

(1)

(2)

3)

(1)

mengoordinasikan pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat desa;

mendukung pengintegrasian Program Desa HELAU ke dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa;

menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa
HELAU;

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada setiap pilar HELAU sesuai dengan
kondisi, potensi, dan kebutuhan desa;

menghimpun data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Program Desa
HELAU di desa;

menyiapkan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU; dan
menyiapkan desa dalam pelaksanaan evaluasi dan Lomba Desa HELAU.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas HELAU Desa dibantu oleh
Sekretariat Satgas HELAU Desa.

Sekretariat Satgas HELAU Desa berkedudukan pada Pemerintah Desa,
secara fungsional dilaksanaken oleh sekretariat desa, dan berada pada
kantor desa.

Sekretariat Satgas HELAU Desa mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Satgas HELAU
Desa;

b. menghimpun data dan dokumentasi pelaksanaan Program Desa
HELAU;

¢. menyiapkan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU;
d. menyiapkan bahan rapat koordinasi, musyawarah, dan pembinaan;

menyiapkan dokumen dan bukti dukung dalam pelaksanaan evaluasi
dan Lomba Desa HELAU; dan

f. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan oleh Satgas
HELAU Desa.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja
Pasal 29

Satgas HELAU Kabupaten melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi
terhadap Satgas HELAU Kecamatan.



(2)

(3)

(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

Satgas HELAU Kccamatan melakukan pembinaan, fasilitasi, verilikasi
awal, dan pendampingan terhadap Satgas HELAU Desa dan Pemerintah
Desa dalam pelaksanaan Program Desa HELAU.

Satgas HELAU Dcsa melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan
Program Desa HELAU di tingkat desa bersama Pemerintah Desa dan
masyarakat.

Hubungan kerja antara Satgas HELAU Kabupaten, Satgas HELAU
Kecamatan, Satgas HELAU Desa, dan Pemerintah Desa bersifat koordinatif,
konsultatif, fasilitatif, dan berjenjang.

Sekretariat Satgas HELAU pada setiap tingkatan melaksanakan fungsi
dukungan administratif, penghimpunan data, dokumentasi, dan pelaporan
sesuai dengan jenjang kewenangannya.

BAB VII
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan Program Desa
HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah memiliki peran:

a. menetapkan kebijakan dan arah pelaksanaan Program Desa HELAU;

b. mengintegrasikan Program Desa HELAU ke dalam kebijakan
pembangunan daerah;

c. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan
Program Desa HELAU;

d. memfasilitasi pelaksanaan Program Desa HELAU di tingkat kecamatan
dan desa;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa
HELAU; dan

f. memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil melaksanakan
Program Desa HELAU,

Bagian Kedua
Perangkat Daerah

Pasal 31

Perangkat Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Desa
HELAU sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. fasilitasi program pembangunan desa yang mendukung pilar HELAU;
b. pendampingan teknis kepada pemerintah desa;

c. pembinaan kegiatan masyarakat desa;

d. penguatan kapasitas kelembagaan desa; dan

e

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program.



(1)
(2)

(2)

(1)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa berperan sebagai koordinator
pelaksanaan Program Desa HELAU.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kecamatan
Pasal 32

Camat berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
Program Desa HELAU di wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
memiliki tugas:

a. melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan
Program Desa HELAU;

b. memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa dan perangkat
daerah;

c. melakukan pemantauan pelaksanaan Program Desa HELAU di desa;
d. melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada
Bupati melalui Satgas HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU
Kabupaten sesuai dengan jenjang kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemerintah Desa

Pasal 33

Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Desa
HELAU di wilayah desa.

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Desa memiliki tugas:

a. mengintegrasikan Program Desa HELAU dalam perencanaan
pembangunan desa;

b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa yang mendukung pilar HELAU;

c. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program
Desa HELAU;

d. mengembangkan inovasi desa yang mendukung pembangunan desa
berbasis pilar HELAU; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa HELAU kepada
Camat melalui Satgas HELAU Desa.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 34

Masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksenaan Program Desa
HELAU.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:

a. partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa;



(3)

(1)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

b. pelaksanaan kegiatan gotong royong dan pengelolaan lingkungan desa;
c. pelestarian budaya dan kearifan lokal;
d. pengembangan kegiatan ckonomi masyarakat desa; dan
e. menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan desa.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
melalui lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat.
BAB VIII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program
Desa HELAU.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program Desa
HELAU;

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
pendampingan teknis pelaksanaan program;
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penguatan kelembagaan masyarakat desa; dan

e. fasilitasi pengembangan inovasi desa.

Camat melaksanakan pembinaan pelaksanaan Program Desa HELAU di
wilayah kecamatan.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Program Desa HELAU.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di desa.

Pemantauan pelaksanaan Program Desa HELAU meliputi:
a. pelaksanaan kegiatan yang mendukung pilar HELAU;
b. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program;
c. pemanfaatan sumber daya desa; dan

d. capaian indikator pelaksanaan program.

Hasil pemantauan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan
pelaksanaan Program Desa HELAU.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program
Desa HELAU,

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala
untuk menilai tingkat keberhasilan penerapan pilar HELAU di desa.

Evaluasi pclaksanaan Program Desa HELAU dilakukan berdasarkan
indikator pada setiap pilar HELAU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar:

a. penyusunan kebijakan pengembangan Program Desa HELAU;

b. pemberian penghargaan kepada desa; dan

c. pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil Evaluasi

Pasal 38

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa HELAU
dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun secara berjenjang
oleh Sekretariat Satgas HELAU Desa, Sekretariat Satgas HELAU
Kecamatan, dan Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan
jenjang kewenangannya.

Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten menyiapkan bahan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan oleh Satgas HELAU
Kabupaten sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan Program
Desa HELAU.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi
Program Desa HELAU diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati.

BAB IX
PENILAIAN DAN PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU

Bagian Kesatu
Penilaian Pelaksanaan Program Desa HELAU

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program
Desa HELAU di desa.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai
bagian dari evaluasi perkembangan desa.

Penilaian pelaksanaan Program Desa HELAU bertujuan untuk:

a. mengukur tingkat capaian penerapan pilar HELAU dalam
pembangunan desa;

b. mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;



(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(3)

¢. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; dan
d. mendorong inovasi desa dalam pengelolaan lingkungan, sosial, dan
ckonomi desa,

Bagian Kedua
Lomba Desa HELAU
Pasal 40

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Desa HELAU sebagai bentuk
evaluasi dan apresiasi terhadap desa yang berhasil melaksanakan Program
Desa HELAU.

Lomba Desa HELAU dilaksanakan pada tingkat kabupaten terhadap desa
nominasi yang ditetapkan berdasarkan hasil Lomba Desa tingkat
kabupaten.

Lomba Desa HELAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkala setiap tahun.

Lomba Desa HELAU merupakan instrumen penguatan tematik terhadap
Lomba Desa dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan apresiasi atas
penerapan pilar HELAU.
Bagian Ketiga
Mekanisme Penilaian
Pasal 41

Mekanisme penilajan dalam Lomba: Desa HELAU dilakukan melalui
tahapan:

a. penetapan desa nominasi berdasarkan hasil Lomba Desa tingkat
kabupaten;

sosialisasi instrumen penilaian dan penyampaian bukti dukung;
penilaian administrasi dan/atau pemeriksaan dokumen;

verifikasi lapangan dan klarifikasi, apabila diperlukan;
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rekapitulasi hasil penilaian; dan
f. penetapan pemenang.

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis Lomba Desa HELAU
diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Indikator Penilaian

Pasal 42

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan berdasarkan indikator dan
instrumen penilaian yang mencerminkan capaian pada setiap pilar HELAU,

Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

Bagian Kelima
Tim Penilai
Pasal 43

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. perangkat daerah terkait;
b. akademisi;

¢. pelaku usaha;

d. tokoh masyarakat;
e. media massa; dan

f. pemangku kepentingan lainnya.

Tim Penilai bertugas:

a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU;
b. melakukan verifikasi lapangan;

¢. menyusun hasil penilaian; dan
d

merekomendasikan penetapan desa terbaik.

Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil
melaksanakan Program Desa HELAU.

Penghargaan sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. piagam penghargaan;

b. trofi atau tanda penghargaan;

c. bantuan program pembangunan desa; dan/atau

d

. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa
secara berkelanjutan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan pelaksanaan Program Desa HELAU bersumber dari:

a.

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung
Selatan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;



¢. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.,
Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk
mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

(2) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk:

a. pembinaan dan pendampingan desa;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program,
penyelenggaraan penilaian dan Lomba Desa HELAU;
pemberian penghargaan kepada desa; dan
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kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

Pasal 47

(1) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk
mendukung pelaksanaan Program Desa HELAU.

(2) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa serta prioritas
penggunaan Dana Desa.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dukungan pembiayaan Program
Desa HELAU melalui kerja sama dengan:

a. dunia usaha;

b. lembaga pendidikan;

c. lembaga swadaya masyarakat; dan
d. pemangku kepentingan lainnya.

(2) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan yang berkaitan
dengan penataan lingkungan desa, pengelolaan kebersihan dan keindahan
lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa, serta pengembangan potensi desa
dilaksanakan dengan mengacu dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan
desa dapat mengintegrasikan prinsip dan pilar Program Desa HELAU ke dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.



Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU
yang meliputi jadwal, tata cara penyampeian dokumen dan bukti dukung,
klarifikasi dan verifikasi, pembobotan, rekapitulasi nilai, dan penetapan hasil
diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada-tanggal 8 fpril 2026

’BUPATLLAMPUNG SELATAN.,
Ttd

RADIYOEGI PRATAMA

Diundangkan di Kelianda
pada tanggal 8 ApriE 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUP ',]\?ﬁNTO
BERITA DAERAFRKABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 367
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PROGRAM DESA HELAU

INDIKATOR DESA HELAU

A. PENDAHULUAN

Indikator Desa HELAU disusun sebagai penguatan terhadap mekanisme
evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, serta kehidupan
kemasyarakatan desa. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, indikator evaluasi
tersebut diperkaya melalui pendekatan pembangunan desa berbasis HELAU
(Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Pendekatan HELAU menekankan pentingnya pembangunan desa yang tidak
hanya berorientasi pada aspek tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan desa, penataan
wilayah, pelestarian budaya lokal, keamanan dan ketertiban masyarakat,
serta penguatan daya saing ekonomi desa. Selain itu, indikator Desa HELAU
juga memperkuat aspek pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan
desa melalui penerapan prinsip ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah), BKW
(Bersih, Kering, Wangi), serta Strategi Bijak Kelola Sampah sebagaimana
diatur dalam kebijakan daerah mengenai pengelolaan kebersihan dan
keindahan lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, indikator Desa HELAU diharapkan mampu:

a. memperkuat pelaksanaan evaluasi perkembangan desa di Kabupaten
Lampung Selatan;

b. mendorong peningkatan kualitas kebersihan dan keindahan lingkungan
desa;

c. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan kehidupan
sosial masyarakat;

d. mendukung pelestarian budaya serta kearifan lokal desa; dan

e. mendorong pengembangan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Indikator Desa HELAU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan
pemantauan, evaluasi, serta penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa
HELAU secara berkelanjutan.

B. PRINSIP PENILAIAN DESA HELAU
Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. Objektif

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan indikator yang jelas,
terukur, dan dapat diverifikasi melalui data, dokumen, serta kondisi
faktual di lapangan.

2. Transparan

Seluruh tahapan penilaian Desa HELAU dilaksanakan secara terbuka
dan dapat diketahui oleh pemerintah desa serta masyarakat.



3. Partisipatif

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan dengan mendorong keterlibatan
berbagai unsur masyarakat desa, yaitu melibatkan unsur pemerintah,
masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

4, Akuntabel

Hasil penilaian Desa HELAU harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif dan teknis.

5. Berkelanjutan

Penilaian Desa HELAU tidak hanya dimaksudkan untuk menentukan
desa terbaik, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan
dalam pembangunan desa.

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi tim penilai dalam melakukan
penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

. STRUKTUR PENILAIAN DESA HELAU

Penilaian Desa HELAU dilaksanakan berdasarkan struktur indikator yang
disusun untuk menilai tingkat capaian pembangunan desa secara
komprehensif melalui pendekatan HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan
Unggul).

Struktur penilaian Desa HELAU merupakan pengembangan dari indikator
evaluasi perkembangan desa yang diselaraskan dengan kebutuhan
pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya dalam
penguatan aspek kebersihan, keindahan lingkungan, pelestarian budaya,
ketenteraman masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi desa.

Penilaian Desa HELAU dilakukan berdasarkan lima pilar utama
pembangunan desa, yaitu:

1. Hijau, yang menilai kondisi lingkungan desa yang bersih, sehat, dan
berkelanjutan;

2. Elok, yang menilai penataan wilayah desa yang tertib, rapi, dan estetis;
3. Lestari, yang menilai upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal desa;

4. Aman, yang menilai kondisi ketenteraman, ketertiban, serta harmoni
sosial masyarakat desa; dan

5. Unggul, yang menilai kemampuan desa dalam mengembangkan potensi
ekonomi, sumber daya manusia, serta inovasi desa.

Kelima pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam mendukung pembangunan desa yang maju, tertata, berkelanjutan,
dan berdaya saing.

Dalam pelaksanaan penilaian Desa HELAU, indikator pada pilar Hijau dan
Elok dipertajam melalui penerapan prinsip pengelolaan kebersihan dan
keindahan lingkungan desa yang meliputi: ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah);
BKW (Bersih, Kering, Wangi); dan Strategi Bijak Kelola Sampah. Penguatan
indikator tersebut dimaksudkan untuk mendorong desa agar mampu
mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, tertata, dan nyaman bagi
masyarakat.

Untuk memastikan penilaian dilakukan secara komprehensif, setiap pilar
HELAU dinilai melalui beberapa dimensi penilaian yang meliputi:

1. kebijakan dan kelembagaan desa;

2. kegiatan dan program yang dilaksanakan;



3. kondisi fisik wilayah desa; dan
4. partisipasi masyarakat desa.

Dengan pendckatan tersebut, penilaian Desa HELAU tidak hanya menilai
keberadaan program sccara administratif, tetapi juga menilai implementasi
nyata di lapangan serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Ketentuan mengenai tata cara penilaian, indikator operasional, bobot
penilaian, serta mekanisme pelaksanaan Lomba Desa HELAU diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan
oleh Bupati.

. INDIKATOR PILAR HELAU

Indikator Pilar HELAU merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai
tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan pembangunan desa
berdasarkan lima pilar HELAU. Setiap pilar terdiri atas beberapa indikator
yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa,
penataan wilayah, kehidupan kemasyarakatan, serta pengembangan
potensi desa.

1. PILAR HIJAU

Pilar Hijau ditujukan untuk menilai upaya desa dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup serta mewujudkan lingkungan desa yang
bersih dan sehat. Indikator Pilar Hijau meliputi:

a. Kebijakan desa dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan desa.
Kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan desa secara rutin.

Penerapan pemilahan sampah rumah tangga di tingkat masyarakat.
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Keberadaan sistem pengelolaan sampah desa (bank sampah, TPS,
atau bentuk pengelolaan lainnya).

e. Pelaksanaan program pengurangan sampah dan daur ulang sampah.
f. Ketersediaan sarana tempat sampah di fasilitas umum desa.
g. Pelaksanaan kegiatan penghijauan desa.

h. Ketersediaan ruang terbuka hijau atau kawasan hijau desa.

2. PILAR ELOK
Pilar Elok ditujukan untuk menilai kualitas penataan ruang desa serta
kondisi lingkungan permukiman yang tertib dan nyaman. Indikator Pilar
Elok meliputi:

a. Penataan kawasan permukiman desa yang tertib dan teratur.
Sanitasi lingkungan permukiman desa.

Penataan fasilitas sosial desa yang tertata dan terpelihara.
Kondisi balai desa dan kantor desa yang tertata dengan baik.
Penataan jalan desa dan lingkungan jalan yang bersih dan rapi.
Keberadaan taman desa atau ruang publik yang tertata.

Penataan gapura desa dan identitas visual desa.
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Penataan papan informasi desa.



3. PILAR LESTARI

Pilar Lestari ditujukan untuk menilai upaya desa dalam menjaga dan
melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kearifan lokal
masyaralkat. Indikator Pilar Lestari meliputi:

a. Pelaksanaan kegiatan adat atau tradisi masyarakat desa.
b. Pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal desa.

c. Kegiatan seni dan budaya masyarakat desa.

d. Keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya desa.
e. Kegiatan festival atau event budaya desa.

PILAR AMAN

Pilar Aman ditujukan untuk menilai kondisi keamanan lingkungan,
ketertiban sosial masyarakat, serta kualitas pelayanan publik desa yang
mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis,
dan responsif. Indikator Pilar Aman meliputi:

a. Sistem keamanan lingkungan (siskamling).
Penanganan konflik sosial.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Upaya perlindungan perempuan dan anak.
Kesiapsiagaan bencana desa.
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Kelembagaan keamanan desa melalui satuan perlindungan
masyarakat (satlinmas).

g. Pelayanan publik desa.
PILAR UNGGUL

Pilar Unggul ditujukan untuk menilai kemampuan desa dalam
mengembangkan potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta inovasi
desa. Indikator Pilar Unggul meliputi:

a. Keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

b. Pengembangan usaha mikro dan usaha rumah tangga masyarakat
desa.

c. Pengembangan desa wisata.
d. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
e. Pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kapasitas masyarakat desa.

f. Inovasi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memudahkan desa dalam memahami capaian Program Desa HELAU,
indikator dari kelima pilar tersebut di atas diuraikan dalam bentuk Matriks
Indikator HELAU sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Indikator Program Desa HELAU

PARAMETER METODE
NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
A | PILAR HIJAU
Kebijakan terdapat aturan atau . Peraturan Desa /
1 | pengelolaan kebijakan desa terkait pzn;lenks:sn Peraturan Kepala
kebersihan desa | kebersihan linglcungan Desa / Keputusan




PARAMETER METODE
NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
Kepala Desa,
RKPDes, APBDes
Observasi
I8 g, gotong kegiatan kerja bakti lapangen; dokumentasi
2 | royong kebersihan | .. : wawancara dan ;
dilakulan secara rutin g kegiatan
desa pemeriksaan
dokumen
; obaervasi kondisi rumah
Pemilahan masyarakat melalkukan lapangan, SaAbEe. dan
3 | sampah rumah pemilahan sampah pemeriksaan ot SR8
; ; dokumentasi
tangga organik dan anorganik dokumen, dan Lo
egiatan
wawancara
observasi
Sistem terdapat TPS, bank lapangan, e
4 | pengelolaan sampah, atau sistem pemeriksaan g
fasilitas dan
sampah desa pengelolaan sampah dokumen, dan 2
kegiatan desa
wawancara
Program terdapat kegiatan daur 3 ;
S5 | pengurangan ulang atau pemanfaatan ?bsewam do}l:‘:.c_a;r;:lam
sampah sampah ARRTER &
Sarana tempat perandia tachpat sampak Observasi dokumentasi
6 pada fasilitas umum e
sampah Gana lapangan fasilitas umum desa
Observasi
7 Program terdapat kegiatan lapangan dan dokumentasi
penghijauan desa | penanaman pohon pemeriksaan kegiatan
dokumen
8 Ruang terbuka terdapat taman atau Observasi dokumentasi
hijau desa ruang hijau desa lapangan fasilitas desa
B | PILAR ELOK
observasi
1 Penataan lingltungan permuldman lapangan dan kondisi linglkungan
permukiman desa | tertata dan rapi pemeriksaan permukiman
dokumentasi
lingkungan permukiman
menerapkan prinsip Pemeriksaan
Sanitasi Sanitasi Total Berbasis dokumen, kondisi sanitasi
2 | lingkungan Masyarakat melalui observasi lingkungan
permukiman pemeliharaan perilalku lapangan dan permukiman
Stop Buang Air Besar wawancara
Sembarangan/ODF.
Pemeriksaan
3 Penataan fasilitas | fasilitas sosial tertata do?:serv;:i’ Kondisi fasilitas
sosial dan terpelihara lapangan dan sosial desa
wawancara
observasi
4 Kondisi kantor Kantor dan balai desa lapangan dan Kondisi kantor dan
dan balai desa bersih dan tertata pemeriksaan balai desa
dokumentasi
Koridor jalan lingkungan
desa tertata, rapi, observasi
5 Penataan jalan terpelihara dan lapangan dan kondisi jalan
lingkungan desa mendukung pemeriksaan lingkungan
kenyamanan akses dokumentasi

masyarakat




PARAMETER

METODE

NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
g | Taman desa atau | terdapat taman atau Observasi Dokumentasi
ruang publik ruang publik desa lapangan fasilitas desa
2 | Gapurs dess terdapat gapura atau Observasi Dokumentasi
P identitas desa lapangan fasilitas desa
8 Papan informasi tersedia papan informasi Observasi Dokumentasi
desa desa lapangan fasilitas desa
C | PILAR LESTARI
Observasi
1 Kegiatan seni terdapat kelompok seni lags:e%if; g:nn Dokumentasi
budaya desa atau budaya desa p . kegiatan desa
dokumentasi el
kkegiatan
Observasi
Pelaksanaan y lapangan dan 1 :
2 | kegiatan adat z;iagsi dlicseiglatan adat pemeriksaan 1]3 & i ta:(iram:l
desa dokumentasi cel S
kegiatan
Pelestarian terdapat upaya menjaga Pemeriksaan
o budaya lokal nilai budaya dolcumen Arbles
Observasi
4 Keterlibatan pemuda terlibat dalam lapangan dan Dokumentasi
generasi muda kegiatan budaya pemeriksaan kegiatan desa
dokumentasi
Observasi Dokumentasi
= Festival atau terdapat kegiatan festival | lapangan dan kegiatan desa dan
event budaya desa | budaya pemeriksaan dokumen dukungan
dolcumentasi Pemerintah Daerah
D | PILAR AMAN
terdapat sistem ] ;
keamanan lingkungan Observasi lg o'ata:f r(;‘;a:s;
Sistem keamanan | yang didukung sarana, lapangan dan , EB 4
1 2 . jadwal ronda, dan
linglungan pengaturan, SOP, dan pemeriksaan SOP/ped
pelaksanaan patroli dokumentasi A s
Iy siskamling
o Dokumen forum
b e i Wawancara dan rembug desa,
Penanganan penyelesaian konflik ;
2 : : ; pemeriksaan APBDes, dan
konflik sosial masyarakat melalui d . :
okumentasi dokumentasi
rembug desa Leant
egiatan
Wawancara,
Pencegahan observasi peniies,/ Jopause
terdapat upaya kepala desa,
3 | penyalahgunaan lapangan dan ;
pencegahan narkoba . dokumentasi
narkoba pemeriksaan keed d
dokumentasi eglatan deea
Perlindungan terdapat upaya Pemeriksaan percllfes éll;?el;;usan
4 | Perempuan dan perlindungan dokumen dan d ]p entas,i
anak perempuan dan anak wawancara -
kegiatan desa
perdes / keputusan
kepala desa,
; : o Pemeriksaan RPJMDes, RKPDes,
5 Kesiapsiagaan Terdapat ke_s.lapmagaan dbleinien. dan Shaia dblirien
bencana desa menghadapi bencana
wawancara perencanaan desa,
Dokumentasi

kegiatan desa




PARAMETER

METODE

NO INDIKATOR PENILAIAN VERIFIKASI SUMBER DATA
Kelembagaan ;
5 | Naamanan dask Terdapat kelembagaan Pemeriksaan SK dari Kepala Desa
. keamanan desa dokumen
(Linmas)
Observasi Dokumen pelayanan
_ : Pelayanan administrasi lapangan, desa, register
7 g::e\ayanan pibie desa tersedia dan wawancara, dan pelayanan, dan
berjalan dengan baik pemeriksaan keterangan
dolcumentasi masyaralkat
E | PILAR UNGGUL
Perdes, SK Kepala
Koberaiaan Pemeriksaan Desa, dan dokumen
1 BUMD terdapat BUMDes aktif dokumen dan administrasi
es .
wawancara kegiatan usaha
BUMDes
pemeriksaan
Gouman, | den IMICH dea
2 | UMKM desa terdapat UMKM aktif " oa't;lsear:lasgan Kepiatan usaha, dan
PRnges, pelaku usaha
wawancara
- TR - RPJMDes, RKPDes,
Pengembangan terdapat potensi wisata dolkumen BFEDGH; den i
3 d : & WP ? acara musyawarah
esa wisata desa observasi 3
lapangan desa, dol::umentasn
kegiatan
g g Dokumen PKK Desa
Kegiatan Pemeriksaan
4 | pemberdayaan terdapat progeam : dokumen dan / KWT dan’
: pemberdayaan ekonomi dokumentasi
ekonomi wawancara ;
kegiatan
terdapat pelatihan
5 Pelatihan peningkatan kapasitas Pemeriksaan Dokumentasi
masyarakat desa | dalam pemberdayaan dokumen kegiatan desa
ekonomi desa
5 ; Pemeriksaan ;
& |Bcvuei dinsa terdapat inovasi dol s dan Dolfumentaal
pembangunan desa kegiatan desa
wawancara
E. KETERKAITAN INDIKATOR DESA HELAU DENGAN EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA

Indikator Desa HELAU merupakan penguatan terhadap indikator evaluasi
perkembangan desa yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah
dalam menilai perkembangan desa. Evaluasi perkembangan desa pada
dasarnya menilai tiga dimensi utama pembangunan desa, yaitu:

a. penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. kewilayahan desa; dan

c. kehidupan kemasyarakatan desa.

Pendekatan HELAU memperkaya ketiga dimensi tersebut dengan penekanan
pada kualitas lingkungan desa, penataan wilayah, pelestarian budaya,
keamanan masyarakat, serta pengembangan daya saing ekonomi desa.

Hubungan antara indikator

Desa HELAU dan dimensi

evaluasi

perkembangan desa dapat digambarkan pada Tabel berikut.




Tabel 2. Keterkaitan Indikator Desa HELAU dan
Dimensi Evaluasi Perkembangan Desa

PILAR DIMENSI EVALUASI
NO PERKEMBANGAN FOKUS PENILAIAN
HELAU
DESA
pengelolaan linglkungan desa,
1 | Hijau Kewilayahan desa kebersihan lingkungan, pengelolaan
sampah, penghijauan desa
penataan wilayah desa, estetika
2 | Elok Kewilayahan desa lingkungan desa, penataan fasilitas
umum desa
. pelestarian budaya lokal, kearifan lokal,
¢ | st Kemagyaralatan dess kegiatan adat dan seni budaya desa
keamanan lingkungan desa, ketertiban
sosial, perlindungan sosial masyarakat,
% | Aman Kemagyarakatan deas kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan
publik desa
Pemerintahan desa pengembangan ekonomi desa,
5 | Unggul dan kemasyarakatan | pemberdayaan masyarakat, inovasi
desa desa

Dalam kerangka Desa HELAU, indikator pada dimensi kewilayahan desa

dipertajam melalui

penerapan prinsip pengelolaan kebersihan dan

keindahan lingkungan desa yang meliputi:
e ABRI (Asri, Bersih, Rapi, Indah);
e BKW (Bersih, Kering, Wangi); dan
e Strategi Bijak Kelola Sampah.

Penguatan indikator ini bertujuan untuk mendorong desa agar:

¢ mampu mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan sehat;

e meningkatkan kualitas penataan wilayah desa;

¢ meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan.

PENUTUP

Indikator Desa HELAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ ini
menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
dan penilaian pelaksanaan Program Desa HELAU serta digunakan sebagai
dasar dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU sesuai dengan ketentuan
Peraturan Bupati ini.

BUPATI TAMPUNG SELATAN,
Ttd

RADITYO/EGI PRATAMA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PROGRAM DESA HELAU

INSTRUMEN PENILAIAN LOMBA DESA HELAU
A. UMUM

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU merupakan perangkat evaluasi
yang digunakan untuk menilai tingkat pelaksanaan Program Desa HELAU
di desa. Instrumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Tim
Penilai dalam melakukan penilaian terhadap kinerja desa dalam
melaksanakan pembangunan berbasis pilar HELAU, yaitu Hijau, Elok,
Lestari, Aman, dan Unggul. Instrumen penilaian Lomba Desa HELAU ini
digunakan untuk:

1. menilai tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan Program Desa
HELAU;

2. melakukan verifikasi terhadap kondisi nyata desa; dan
3. menentukan peringkat desa dalam Lomba Desa HELAU.

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator Desa HELAU
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Penilaian dilaksanakan melalui beberapa metode, yaitu:

1. penilaian administrasi, melalui pemeriksaan dokumen desa;

2. verifikasi lapangan, melalui observasi kondisi desa; dan

3. wawancara, dengan pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat.

Hasil penilaian menjadi dasar bagi Tim Penilai untuk menyusun
rekomendasi pembinaan desa serta menentukan peringkat desa dalam
Lomba Desa HELAU.

B. STRUKTUR INSTRUMEN PENILAIAN

Indikator Desa HELAU disusun sebagai penguatan terhadap mekanisme
evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Evaluasi perkembangan desa pada dasarnya menilai berbagai aspek
penyelenggaraan pemerintahan desa, kewilayahan, serta kehidupan
kemasyarakatan desa. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan, indikator evaluasi
tersebut diperkaya melalui pendekatan pembangunan desa berbasis HELAU
(Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul).

Instrumen Penilaian Lomba Desa HELAU disusun dalam bentuk matriks
penilaian yang memuat unsur-unsur penilaian secara sistematis,
terstruktur, dan terukur. Matriks ini digunakan sebagai pedoman bagi Tim
Penilai untuk melakukan penilaian administrasi, verifikasi lapangan, dan
wawancara terhadap tingkat pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

Struktur instrumen penilaian terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Nomor, yaitu urutan indikator atau sub indikator dalam matriks
penilaian;

2. Pilar, yaitu kelompok utama penilaian yang terdiri atas Pilar Hijau, Elok,
Lestari, Aman, dan Unggul;

3. Indikator, yaitu aspek utama yang dinilai pada masing-masing pilar;



4. Parameter Penilaian, yaitu folkus atau tolok ukur utama yang digunakan
untuk menilai indikator;

5. Sub Indikator, yaitu rincian aspek penilaian dari indikator tertentu
apabila diperlukan untuk memperjelas objek yang dinilai;

6. Definisi Operasional, yaitu uraian yang menjelaskan secara tegas makna
indikator atau sub indikator agar penilaian dilakukan secara seragam,;

7. Parameter 1, Parameter 2, dan Parameter 3, yaitu tingkatan capaian
penilaian yang menunjukkan gradasi kondisi desa dari tingkat rendah,
sedang, sampai tinggi atau dari tahap awal, berkembang, sampai
berkelanjutan,;

8. Keterangan, yaitu penjelasan tambahan yang memberikan batasan,
ruang lingkup, atau bukti pendukung yang harus diperhatikan oleh Tim
Penilai;

9. Metode Verifikasi, yaitu cara yang digunakan untuk memastikan
kebenaran data dan kondisi lapangan, baik melalui pemeriksaan
dokumen, observasi lapangan, wawancara, maupun metode lainnya;

10. Sumber Data, yaitu sumber informasi atau dokumen yang menjadi dasar
penilaian terhadap masing-masing indikator atau sub indikator.

Dalam matriks instrumen penilaian, setiap indikator dirumuskan
sedemikian rupa agar dapat diukur secara objektif dan dapat dibuktikan
melalui dokumen, kondisi lapangan, maupun informasi dari pihak terkait.
Oleh karena itu, setiap indikator harus dipahami sebagai satu kesatuan
antara definisi operasional, parameter penilaian, dan metode verifikasi.

Parameter penilaian pada setiap indikator atau sub indikator disusun secara
bertingkat untuk menunjukkan tingkat kemajuan desa. Dalam hal ini:

1. Parameter 1 menggambarken kondisi awal, terbatas, belum optimal,
atau belum berkelanjutan;

2. Parameter 2 menggambarkan kondisi berkembang, telah berjalan, atau
telah menunjukkan capaian menengah; dan

3. Parameter 3 menggambarkan kondisi yang telah berjalan aktif,
terorganisasi, berkelanjutan, dan/atau memberikan hasil yang lebih
nyata.

Dalam menerapkan parameter penilaian, Tim Penilai wajib memperhatikan
kesesuaian antara bukti administrasi, kondisi aktual di lapangan, dan
informasi hasil wawancara. Penilaian tidak hanya didasarkan pada
keberadaan dokumen, tetapi juga pada tingkat implementasi dan
kebermanfaatan nyata dari pelaksanaan Program Desa HELAU di desa.

Matriks instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian ini secara
lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 3. Matriks Instrumen Penilaian Program Desa HELAU

PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
BO PIEAK KNDIEATOR PENILAIAN INDIEATOR OPERASIONAL g 3 = EECERSROATE VERIFIKASI DATA
Keberadaan o e ;
le Pilih jenis regulasi
produk hukum
Terdapat SRR N Rt z::bl;rspma.nmuk ]mkc-il-:snrxil
Kebijakan aturan atau Keterscc!iaan re.sr}":i mengat_ur Surat pengelolaan
pengelolaan kebijakan desa Ropuinei Desa. | kewanban menjogs Keputusan/ Peraturan lingkungan di desa. pemeriksaan perdes /
1 HIJAU K < . tentang kebersihan Peraturan Desa : keputusan
ebersihan terkait Kebersihan S Surat Edaran Kepala Desa » Dibuktikan dengan dokumen kepala desa
desa kebersihan finghan penggeb]gam; Kepala Desa melampirkan
lingkungan sampah, dan Perdes atau Perkades
pen atala = atau SK / SE Kepala
lingkungan desa. Desg.
e Pilih tahun RKPDes
Program dan Permerintidi Pemerintah Pemerintah yang memuat program
kegiatan Desa sudah Desa sudah Desa sudah dan kegiatan
Integrasi pengelolaan PR menuangkan menuangkan peugd?laa.n
Terdapat st kebersihan firo fae program dan program dan kebersihan
Kebijakan aturan atau }F:ebersﬂlan lingkungan kg satan kegiatan kegiatan lingkungan.
2 HIJAU pengelolaan kebijakan desa Falan dimasukkan enei?olm pengelolaan pengelolaan  |e Dibuktikan  dengan | pemeriksaan RKPDes
kebersihan terkait dolianisn secara sistematis Il’:cbi rsihan kebersihan kebersihan melampirkan RKPDes dokumen
desa kebersihan S dalam dokumen lin lingkungan lingkungan yang sudah di-
lingkungan gesa cananm perencanaan dan d dm dalam RKPDes dalam RKPDes | highlight di bagian
Penganggaran TO dan T-1, T-1, T-2, dan ro, dan kegiatan
TO atau T-1 program el
pembangunan atau T-2 atau TO (TO adalah pengelolaan
desa. T-1 dan T-2 tahun berjalan) | kebersihan
lingkungan.
Anggaran Anggaran e Pilih tahun Anggaran
Anggaran dialokasikan dialokasikan yang memuat program
Dukungan dialokasikan untuk program untuk program | dan kegiatan
Terdapat Anggaran Desa untuk program dan kegiatan dan kegiatan pengelolaan
Kebijakan aturan atau untuk Program dan kegiatan pengelolaan pengelolaan kebersihan
3 HIJAU pengelolaan kebijakan desa Dukungan dan kegiatan pengelc!laa.n kebersihan lfebersihan lingkungan. pemeriksaan APBDes
kebersihan terkzut_ anggaran pengelq]aa.n kebersihan lingkungan lingkungan le Dibuktikan dengan dokumen
desa kebersihan kebersihan lingkungan dalam APBDes | dalam APBDes melampirkan APBDes
lingkungan lingkungan dalam | dalam APBDes tahun TO dan tahun T-2, T-1, | yang sudah di-
APBDes tahun TO atau T-1, atau dan TO (TO highlight di bagian
T-1 atau T-2 T-1 dan T-2 ada.lal'l tahun program dan kegiatan
berjalan) pengelolaan




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE BUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | ppnipajaN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - - e L VERIFIKASI DATA
kebersihan
lingkungan.
e Pilih tingkatan
penetapan
POMBIIIEN. | Ada Pelaksana, | Ada Pelaksana, | tim/kelompok kerja
kg{og;fuszi;t":udj da.: d;:etasa!:::; dan ditetapkan | dan ditetapkan | pelaksana  kegiatan
Terdapat Pengaturan tin kaI:ode&a ga.ng dengaﬁ dengan dengan kebersihan dan
Kebijakan aturan atau keleningasr | e rgn e SK/Surat SK/Surat SK/Surat pengelclaan SK/Surat
4 HIJAU pengelolaan kebijakan desa et teggrhma da Penugasan dari Penugasan dari | Penugasan dari | lingkungan. pemeriksaan Penugasan
kebersihan terkait gebf e N P i ey Kepala Desa Kepala Desa |o Dibuktikan dengan | dokumen dari Kepala
desa kebersihan d pek e tukz tah untuk tahun untuk tahun SK/Surat Penugasan Desa
lingkungan e REEER i o TO dan T-1, T-2,T-1,dan | dari Kepala Desa yang
kebersihan dan TO atau T-1 2 =
Sisiadn atau T-2 atau TO (TO adalah telah ditandatangani/
e T-1danT-2 | tahun berjalan) | disahkan baik
g elektronik maupun ttd
basah.
Pelaksanaan
keg:latan kerja . Pilih frelcnensi
o g:;:f:gt Kegiatan gotong | Kegiatan gotong | Kegiatan gotong | kegjatan gotong
i oé:ig masymk = royong royong Toyong royong kebersihan Observasi
Kegiatan gotong | | ...\ . 'E::n?n e kebersihan kebersihan kebersihan desa. lapangan, )
5 HIJAU royong ba_‘igclt:i dil alcurilcan _ keberfaaigan dilaksanakan dilaksanakan d.llaksanakan e Dibuktikan  dengan wawancara dokm?:enlam
kebersihan et Nrgleriesin minimal 1 kali | minimal 1 kali | minimal 2kali | gdokumentasi dan kegiatan
desa et e dalam 1 bulan | dalam 1 bulan | dalam 1bulan | pegiatan, . jadwal | pemeriksaan
fal.:)seili i | pada tahun pada tahun pada tahun kegiatan, atau laporan dokumen
i T-1 atan T-2 T-1 dan T-2 T-1 dan T-2 kegiatan gotong
dan ruang publik NI,

desa secara
berkala.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
RO ERA SUPIKA ROK PENILAIAN INDIEKEATOR OPERASIONAL = = = EETERARGAN VERIFIKASI DATA
e Pilih kondisi
ketersediaan sarana
pemilahan sampah di
tingkat rumah tangga.
» Dibuktikan dengan:
* data By Name By
4 Tersedianya wadah " 5 : Address (BNBA) (per
paey | Kewdean | numpar | Sebuden | Mayoae | Hamksdursh | om0 || o
Pemilahan emilah sampah terpisah ANgga Tunt Ea_n_gga mm nega Rumah Tanggayang | PEMenxsaan | ..., tangea
6 HIJAU sampah rumah | P AH Fe an untuk sampah memiliki memilill memiliki memilild  tempat | dokumen dan dar
tangga sa.mpg.h Sampah organik dan tempat ':aampah tempat _sampah tempat _sempah sampah terpilah, observasi pendataan
organik dan Rumah dxicreantld terpisah terpisah terpisah disahkan oleh lapangan B —
anorganik Tangga Fin a.l? tan (= 50%) (50% - 80%) (>80%) Kepala Desa, dan
gea- * dokumentasi
beberapa contoh
Rumah Tangga yang
memilild tempat
sampah terpilah
(organik dan
anorganik);
= Pilih tingkat praktik
pemilahan sampah
yang dilakukan oleh
Kegiatan masyarakat desa.
memisahkan " e Dibuktikan dengan:
masyarakat sampeh organilc Sebagi Mayoritas Han?ai:m 3 " qeia By Seoe B
elalkan Praletik dan anorganik glan " e " Address (BNBA) (per | pemeriksaan kondisi
Pemilahan = ila} Pepilat yang dilakukan mfyf”]'ka syasazan;a ksecm. la dusun atau per RT) dokumen, rumah tangea
7 HIJAU sampah rumah | P pahan Se pa.haﬁeh oleh masyarakat di p— milahan e mﬂlﬂ%[ athan m;’;fcl&::_l Rumah Tangga (KK) observasi dan
tangga Sampa s tingkat rumah pe pe - yang ~ melakukan | 1 500000 dan pendataan
organik dan Masyarakat tangga sebelom sampah sampah pemilahan pemilahan sampah, | o o000 o desa
anorganik sampah dibuang (< 50%) (S50% - 80%) sampah disahkan oleh
atau dikelola lebih (-80%) Cepeila Deos, dan
lanjut. * dokumentasi
beberapa contoh
praktik pemilahan
sampah oleh
masyarakat.
; Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi - .
Pernilahs zsfaykumkant ﬁgﬁ:;iﬂ sosialisasi atau pemilaban pemiflahan pemilahan. [ Pﬂf:k St pemeriksaan | dokumentasi
8 HIJAU sampah rumah milah Pemilahan penyuluhan yang sampah pernah sampah sampah pela sa.naa.n egia i s
tangga s & dilakukan oleh dilakukan dilalukan dilakukan sosialisasi atau clumen ega
zamp ampdh pemerintah desa minimal 1 kali | secara berkala secara rutin edukasi. pemishen




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | ppNiIATAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - _ . KETERANGAN | ypRripTRASI | DATA
organik dan atau lembaga dalam 3 tahun | setahun sekali | (minimal sekali | sampah kepada
anorganik masyarakat untuk terakiiir (pada (minimal 2 kali | dalam setahun) | masyarakat.
meningkatkan TO atau T-1 dalam 3 tahun yaitu pada e Dibuktikan  dengan
kesadaran atau T-2) terakhir, yaitu tahun melampirkan
masyarakat dalam pada TO dan T- T-2, T-1, dan dokumentasi kegiatan
melakukan 1, atau T-1 dan TO (TO adalah sosialisasi atau
pemilahan T-2) tahun berjalan) | penyuluhan, dan
sampah. notulen atau laporan
kegiatan;
Terdapat TPS
Tersedimnyn (:)eaggrzljﬂ:ﬁ i ];P;llljl;e]o‘l]:t:f sa.mpaﬁ
terdapat TPS, Kusurondinsis j::rﬂ;isyﬁu Terdapat T;riaz?t sampah seperti | yang tersedia di desa.
Sistem bank sampah, P divarakin u.n%u.k Tempat & elf.\la.an Bank Sampah, e Dibuktikan dengan dokumentasi
9 HIJAU | pengelolaan atau sistemn et as mg:n lkan | Penampungan P S‘:‘;ﬂ oy TPS 3R, TPST, | dokumentasi lokasi | observasi fasilitas di
sampah desa pengelolaan & nguinp Sementara 2 serta sistem TPS atau [fasilitas desa
sampah Sasprh Doga ﬁ;ﬂgﬁgjn%ﬂola £ (TPS) be};::: l:hank pengelolaan pengelolaan sampah,
ey gxa P sampah dan dokumen
terintegrasi pendukung lainnya.
sudah berjalan
e Pilih kondisi
g:l;d;g:{:c kelembagaan
Adanya kelompok Pengelola Terdapat Kelompak geezage.lola sampal
terdapat TPS, atau organisasi Sampah Kelompok Pen elpo? i . Dib ‘l 1 donsan SK
Sistem bank sampah, Kelembagaan masyarakat yang Berbasis Pengelola SEIIIg:‘l pah et & Pemeriksaan PeiiBentokan
10 HIJAU pengelolaan atau sistem Pengelolaan bertanggung jawab Masyarakat Sampah yang Herbadan kel " lol dokumen dan / dokumen
sampah desa pengelolaan Sampah Desa terhadap (Informal, Ditetapkan oleh H elompa Pengs o & wawancara <
s & ukum atau sampah, atau SK atau kegiatan
sampah pengelolaan belum memilild Pemerintah Aleta Notaris dolhvihbo
sampah desa legalitas formal, Desa
. pembentukan
Sy Bt kelompok lol
rongsok) po pehgeiola
sampah.
Kegiatan Kegiatan daur | Kegiatan daur Kegiatan daur [e Pilih tingkat
pengolahan ulang pernah ulang ulang pelaksanaan kegiatan
terdapat kembali sampah dilakukan oleh | dilaksanakan dilakukan daur ulang sampah di
Program kegiatan deur g anorganik menjadi masyarakat lebih dari satu secara rubin desa. < .
11 | HJAU | pengurangan | ulangatau Kegiatan daur | | ul yang dapat | (tanpalegalitas |  kaliatau | dan terorganisir [+ Dibuktikan dengan | poooros | dokumentasi
sampah pemanfaatan . P digunakan kembali | kelembagaan) dilaksanakan oleh kelompok | bukt pendukung RS e
sampah atau memiliki nilai | dalam 2 tahun secara masyarakat kelembagaan
guna bagi teralkhir (T-1 terorganisir serta dan/atau
masyarakat, dan/atau T-2) oleh kelompok menghasilkan | dokumentasi kegiatan




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SBUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppNjjATAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - KETERANGAN | yerrriRASI DATA
2 3
seperti kerajinan masyarakat produk yang atau produk hasil
dari plastik bekas, dalam 2 tahun dimanfaatkan daur ulang.
pemanfaatan botol terakhir (T-1 masyarakat
plastik, dan/atau T-2) dalam 2 tahun
pemanfaatan terakhir (T-1
kemasan bekas, dan T-2)
atau bentuk daur
ulang lainnya.
Pemanfaatan
sampah
Pemanfaatan ?rganik = Pilih tingkat
dilakukan
sampah pemanfaatan sampah
Pemanfaatan 5 secara i
terdapat Esgeatan samph dilabgan oleh | terorganisasi | PESC S dm&
Pro kegi rj‘;.n daur Pemanfaatan paneokaban vagalle perniah kelompok dan hasilnya [ bllJ kti endujamengan
gram ega sampah organik dilakukan oleh po dimanfaatkan p g observasi dokumentasi
12 HIJAU pengurangan ulang atau Sampah e masyarakat . kelembagaan -
z menjadi kompos masyarakat untuk kegiatan lapangan kegiatan desa
sampah pemanfaatan Organik 2 atau kelompok : dan/atau
atau produk lain dalam 2 tahun L pertanian, % s
sampah . tani dalam 2 v dokumentasi kegiatan
yang bermanfaat terakhir (T-1 s penghijauan,
dan/atau T-2) tahun teralchir atau kegiatan pengoleahan kompos
(T-1 dan/atau produktif atau pemanfaatan
Xl lainnya dalam 2 | S2mpah organik.
tahun terakhir
(T-1 dan T-2)
s Pilih kondisi
ketersediaan tempat
sampah pada fasilitas
umum desa (meliputi:
Ketersediaan balai desa, puskesmas
fasilitas tempat Terdapat /posyandu,  tempat
Terdapat Terdapat ibadah kolah
i sampah yang tempat sampah | lbadan, sekolah,
4 2 tempat o a.; te:gsat ditempatkan pada m:Z;;a;eﬁamPah ten:ép;a;esbama pah pada hampir taman/ruang publik obsservasi dokumentasi
3 Hiag sampah e I'esih?tas Emum fasilitas amum fgasi]jtas umum r;:sa.r I'asﬂ?t:;l seluruh devxsa, e desel) lapan aar: faeilitax
P e desa untuk desn ot flaar: fasilitas umum |° Dibuktikan dengan: paly umum desa
mendu_k‘u_ng < 50% 50 - 80% desa *» data fasilitas umum
kebersiban ( o) (50 - %) (> 80%) dan fasilitas sosial
lingkungan di desa, disahkan

oleh Kepala Desa,
dan
* dokumentlasi

sampah di setap

keberadaan tempat




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER
RO PILAR INDIEATOR METODE SUMBER
PENILAIAN KETERANGAN
INDIEATOR OPERASIONAL T A 5 VERIFIKASI DATA
fasilitas umum dan
fasilitas sosial.
Kegiatan Kegiatan
Pelaksanaan A anam PENADSATAT ili :
kegiatan Kepntan ]:)m:;‘.u:iht:.ula'l:l pubn i Pgll:.ksa.naan kmﬁ
penanaman pohon | PPRenaman dilakukan dilakukan | PR 2 o
h - penghijauan desa
Bisseain terdapat atau tanaman pohon permah secara berkala SO Ty Dibuktik : i
14 HIJAU e kegjatan penghijauan di dilnkienn i ada bebe melibatian  [* 7 o8 amn || Chemms
genghuauan He = Siboah dese v wilayah desa P bt d;:apa masyarakat dokumentasi kegiatan | lapangan dan | dokumentasi
esa TATIEIIAL b dal penanaman hon meriksaan kegiatan d
pohon dilakukan oleh lalam 318080 | galam 3 tahun lnas,dan. || Komdiet | © dokume Ve
AR e erakhir (pada : s tersebar di : e
p ToatauT-1 | 'CFAKhin yaltu | o . osilokasi | lingkungan desa yang
atau T-2 pada TO dan T- memiliki tanaman
masyarakat ) 1 atauT-1 dan | desadalam3 a
e tahun terakhir | PePghijauan
(T-2, T-1, & TO)
e Pilih kondisi
Keberadaan area Terdapat ruang | ketersediaan  ruang
ruang terbuka Terdapat ruang | terbuka hijau | terbuka hijau desa.
yang chf.a.nam.l Terdapat ruang terbuka hijau atau taman * Dibuktikan dengan:
Ruang terbuka terdapat taman TSR Ao terbuka hijau atau taman desa yang * dokumentasi lokasi
15 HIJAU u s aar _ tanaman desa pada tertata, terawat, taman atau ruang ob i Dokum i
hijau desa hfen desag penghijavan dan atau taman bobarapa iokast o pecbulo b dess : servasi ; okumentasi
1) Gitnbiatksn desalgla::; satu dan dimanfastian . d Ok_umemazi apangan asilitas desa
sebaga.i ruang ; dimanfaatkan secara aktif aktifitas
publik masyarakat masyarakat oleh perawatannya, dan
desa —_— Kkat = dokumentasi
4 pemanfaatannya
oleh masyarakat
Pemerintah Pemerintah Pemerintah e Pilih tahun RKPDes
Integrasi Program/kegiatan Desa sudah Desa sudah Desa sudah yang memuat program
program penataan menuangkan menuangkan menuangkan dan kegiatan
) penataan permukiman desa program dan program dan progam dan penataan
Penataan linglungan S dimasukkan kegiatan kegiatan kegiatan permulkiman desa.
16 ELOK permukiman permuldman desa dalim secara sistematis penataan penataan penataan e Dibuktikan  dengan | Pemeriksaan RKPD
desa tertatadan rapi | G- ke dalam dokumen | permukiman permuldman permuldman | melampirkan RKPDes | dokumen s
perenca.;‘aan perencanaan desa dalam desa dalam desa dalam yang sudah di-
doe pembangunan RKPDes TO RKPDes TO dan | RKFDesT-1, T- | highlight di bagian
desa. atan T-1 atat T-1, atau 2,danTO (TO | program dan kegiatan
T-2 T-l1danT2 | 2d&lahtahun | penataan
berjalan) permukiman desa.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE BUMBER
e EARAR LB PENILAIAN INDIEATOR OPERASIONAL 3 5 A AL VERIFIKASI DATA
» Program/kegiatan
penataan
permukiman desa,
meliputi fasilitasi
RTLH, penataan
kawasan
permukiman,
pembangunan /rehabi
litasi jalan
lingkungan, drainase
lingkungan, atau
prasarana
permukiman lainnya
Anggaran Anggaran ls Pilih tahun Anggaran
TR dialokasikan dialokasikan | Y2PBmemuat program
Dukungan o untuk pro, untuk pro dan kegitan
& untuk program program program penataan
Anggaran Desa dnn Tealatan dan kegiatan dan kegiatan parnmilinas desa
Penataan lingkungan D untuk Program cgl penataan penataan = ; ; ik
17 ELOK | permukiman permukiman iR dan kegiatan Pe”a]“?’m permukiman | permukiman |° D‘b“k‘:']falf dengan i APBDes
desa tertata dan rapi anggaran penataan P:m dal — desa dalam desa dalam melampiien: AFRUes e
permukiman desa APEISS o APBDes tahun | APBDestahun | Y208 _ sudah  di-
dalam APBDes estahun | “pg o1 T-2,T-1,dan | Dighlight di bagian
TO atal‘xr 1:‘2-1 e T0 ['"FO adalah program dan kegiatan
. T-1danT-2 | tahun berjalan) g:“n_i‘:anl desa.
Ketersediaan data Desa memililki |* Pilih ketersediaan
dan rencana awal data BNBA data dan rencana awal
pRpscean rumah tidak | penataan linglkungan
i ol Desa memiliki | Desa memiliki | layak hunidan | permukiman yangada Data BNBA
berdpe‘mawm Kondisii  data BNBA data BNBA data kondisi/ di desa RTLH, data
Identifikasi & litinal ok rumah tidak rumah tidak status jalan  |* Dibuktikan dengan: pemeriksaan kondisi/
Penataan lingkungan dan rencana inimal it By layak huni atau | layak huni dan lingkungan * data BNBA rumah dokumen, status jalan
18 ELOK permukiman permukiman penataan Neitne By Address data data desa, serta I:'u:la.k djl:g]zt hulm» observasi lingkungan
desa tertata dan rapi | lingkungan (BNBA) rumah tidak kondisi/status | kondisi/status rencana i{mgla. 5 en oleh | |apanpan, dan | desa, berita
permukiman Teyedte Prini den daite jalan jalan prioritas . dzpta kon?l.?;  — wawancara acara
> 2 lingkungan linglungan penataan : s musyawarah
ruas jalan i dea desa desa berdasarkan omr s S desa
sebagai dasar hasil desa yang disahkan
penyusunan S Y D!El} Kepala Desa
prioritas Nk = Berita Acara

penanganan

Musyawarah Desa




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
RO | PILAR | INDIRATOR | "prfiyaTAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - < EETERANGAN | ypRremkast DATA
1
le Pilih kondisi
Upaya desa dalam Tersedi pemeliharaan ODF di
mempertahankan rek;piru}zsi desa
e genlakgtsop Teceedi data e Dibuktikan dengan: %zt:as'l:;‘
permulkiman uang esar ersedia kepemilikan = Data kepemilikan g
menerapkan geDn;‘ba:alglgan/ T mk‘:iplmjam dan akses dan akses jamban P“k.el:;‘as/
R melalui ersedia ata = kel ODF sanitanan,
prinsip Sanitasi | Pemeliharaan | o oo rekapitulasi kepemilikan Jemoa dj;?’ga,kan’( dalam : data kader
Total Berbasis ODF berbasis g keluarga per ! pemeriksaan
B kepemilikan dan data dan akses hentulk kesehatan/
Sanitasi Masyarakat data alisas Tamb k . iamb dusun/RT, entud i dokumen, Basiada
19 ELOK | lingkungan melalui kepemilikan ol o I Mpeanilti iy AT bukti edukasi rekapitulasi  per [  observasi Bl
: keluarga, edukasi dan akses keluarga per d RT. dokumentasi
permukiman pemeliharaan dan akses B atau usun/RT, yang | Japangan, dan -
perilaku Stop Smibes atau pemantauan jamban dusun/RT dan pemantauan disahkan oleh | wawancara edukasi atau
: perilaku sanitasi, keluarga per bukt edukasi Kepala Desa pemantauan
Baang e el e serta rencana dusun/RT atau SR, porta = Dolcumentasi ODF, berita
Bear tindak lanjut bagi pemantauen | roecana tindak kegiatan  edukasi acara
ge[;lbarangan/ rumah tangga yang ODF lan];:;m dan pemantauan musyawarah
& memerlukan aies;m:g ttasi ODF yang desa
peningkatan akses Jayak melibatkan desa.
sanitasi layak. = Berila Acara
Musyawarah Desa
e Pilih kondisi penataan
Posyandu.
Tersdiadaa [ Peoleen_ diaikan
Upaya desa dalam lengkap 3 2
mendata, menata, Tersedia data Posyandu dan ;Zm du. foto k d;;a.
memelihara, dan lengkap dokumentasi AN, MOt S OnEnL
Penataan ruang/ tempat Data
fasilitas sosial mendulomg Pouyandu da? yang layanan, halaman Posyandu
desia, pemanfaatan dokumentasi menunjukkan g;paysn ’ nama,; desa, jadwal
Posyandu sebagai yang Posyandu g : ; pemeriksaan *
- funilitas sosial KBUSUSIYA | facilitas sosial Tersedia data | menunjukkan | tertata, bersih, | iormasi, kebersinan, | " goymen, dgelﬂ’a;’na;;i
20 ELOK | ¢ smtasmmsi . | tertatadan sesga - dasar masyarakat lengkap Posyandu dan layak dz‘;’““-t& . an | ohservasi kk‘m’.am
terpelihara fasili gal agar bersih, rapi, Posyandu tertata, bersih, digunakan HIERAs lapangan, dan g
asilitas sosial penataan/ Posyandu,
aman, nyaman, dan layak untuk wawancara :
dasar 2 - pemeliharaan. dokumentasi
layak digunakan, digunakan pelayanan .
masyarakat e Elemen estetika penataan/
d serta mendukung untuk masyarakat, sed P lih
esa pelayanan pelayanan serta bukt erhana apat pemeliharaan
kesehatan dasar masyarakat. penataan atay | PErupa tanaman, pot,
masyarakat desa. pemeliharaan PEOgecAian. = LDgED,
Posyandu penataan  halaman,

atau perapian sarana
pendukung
pelayanan.




PILAR INDIRA PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER ERANGAN METODE SUMBER
8O TOR PENILAIAN INDIKATOR OPERASIONAL = = VERIFIKASI DATA
2
s Pilih kondisi kantor
dan balai desa.
» Dibuktikan dengan:
= dokumentasi
kondisi kantor/
balai desa,
Kondisi lingkungan = dokumentasi ruang
dan bangunan pelayanan, )
kantor dan balai T " ]c:okumenlt:i
desa yang bersih, Kondisi kantor 2 alaman kantar, "
i kaﬂl_or dan rapi, dan dan balai desa Kantgr dan balai de.w_. . slukumerflam papan pelzcnenksadan Kondisi
ondisi kantor | balai desa _ = balai desa sangat bersih, informasi, dokumen dan Yariteed
21 ELOK g = terpelihara serta kurang bersih < > . ; tor dan
dan balai desa bersib dan o] i) cukup bersih rapi, dan » dokumentasi observasi bl dea
tertata aktivitas g tertata e dan tertata terpelihara aktifitas pelayanan lapangan
Errra i dai dengan baik menggambarkan
g:fsyana.n kebersihan,
kerapian,
masyarakat keteraturan sarana
pelayanan, dan
= dokumentasi
kegiatan penataan/
pemeliharaan
kantor dan balai
desa.
Kondisi koridor
;.1;;3 ng:d‘;i“- b Pilih kondisi koridor
jalan lingkun
jalan, bahu jalan, vy B
koridor jalan ;me ),a”dr';"ﬁam e Dibuktikan dengan:
lingkungan 2 3 . . dokup:l_entssi )
desa tertata, ]m] gk;);:gan,ak Koridor jalan Koridor jalan Klionrldorjalan kondisi jalan s
Penatzan jalan | rapi, LR EXN0T,; lingkungan lingkungan gkungan lingkungan, pemeriksaan Kondist
& kerapian desa sangat = dokumentasi dokumen dan | koridor jalan
22 ELOK lingkungan terpelihara, dan = £ 2 desa kurang desa cukup P 0 : 5 z
desa mendulkung !.mgk]mga.n sekitar bersih atas tactatadars bersih, rapi, kondisi saluran tepi observasi Iingkungan
kenyamanan jalan, serta elemen kurang tertata bersih dan terpelihara jalan/drainase lapangan desa
Al penataan dengan baik lingkungan,
masyarakat. sederhana yang = dokumentasi
mendukung kegiatan penataan/
kenyamanan dan pemeliharaan
estetika kantor dan balai
desa.

lingkungan
permukiman.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE BUMBER
HO FILAR THDERADORE PENILATAN INDIKATOR OPERASIONAL = 5 = AL L VERIFIKASI DATA
e Pilih kondisi
keberadaan taman
desa atau rTuang
publile.
Te;ﬂ:‘fﬂa: ;’tl-l:‘flg o Dibuktikan dengan:
Keberadaan ruang | Terdapat ruang Te;:abﬂit;’:fg taman desa E:Lc;;n m[ziinf:ﬁ-;g
Taman desa terdapat taman ferbesa atan PubiEe atin taman desa Yang tartata atau taman desa g -
taman desa yang taman desa rapi, . i dokumen dan | Dokumentasi
23 ELOK atau ruang atau ruang - s yang tertata : Dokumentasi : 5
publik publik desa chmanfaatkan namun belum dan ter‘pehhara. dan aktifitas observasi fasilitas desa
sebagai ruang tertata dengan . dimanfaatkan emanfaatan ruan lapangan
< 5 dimanfaatkan : P g
publik masyarakat baik A Kat secara aktif publik atau taman
Y oleh desa
masyarakat * Dokumentasi
aktifitas penataan/
pemeliharaan ruang
publik atau taman
desa.
e Pilih kondisi
keberadaan  gapura
desa atau identitas
desa.
e Dibuktikan dengan:
= Surat Pernyataan
Terd dari Kepala Desa
Keberadazi er al:‘iat jika tidak terdapat
R e bangunan atau Tidak terdapat Terdapat 5:5_: :r; rt:i: gapura .. amu | pemeriksaan
24 ELOK Gapura desa hrs Eiengti t!:ls _ penanda yang gapura atau gapura atau rapi penanda  identitas | dgkumen dan Dokumentasi
dica menunjukkan penanda penanda v e ki desa . observasi fasilitas desa
identitas dan batas identitas desa identitas desa D . * Dokumentasi lapangan
wilayah desa ’?’e““?m“m gapura = BbE
identitas desa penanda  identitas
desa
» Dokumentasi
aktifitas
pemeliharaan
gapura atau
penanda idendtas

desa




TLAR PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
e = U PERILATAN INDIEATOR OPERASIONAL e (A VERIFTKASIT DATA
1 2 3
Terdapat papan [ pPilih kondisi
’I"erdapat Papan | ;nformasi desa keberadaan
informasi desa Cdats keberada; papan
Keberadaan papan namun belum ya;l;gi dan informasi desa.
informasi yang Tidak terdapat | Gdimanfaatkan di_rna.ifaatka_n = Dibuktikan dengan: pemeriksaan
25 ELOK Papan tersedia papan digunakan untuk pa secara optimal 5 aktil = Surat Pernyatasn | dokumen dan | Dokumentasi
informasi desa | informasi desa - menyampaikan o AP (isi tidak = dari Kepala Desa |  ghoorvasi fasilitas desa
2 : informasi desa E untuk jika tidak terdapat
informasi kepada update, tidak i iy Rl g lapangan
masyarakat desa terbaca, Lokasi irfform] ani ot geza
tertutup/ G kepada = Dokumentasi papan
tersembunyi) masyarakat informasi desa
» Pilih tingkat
keberadaan dan
keaktifan  kelompok
seni budaya desa.
» Kelompok seni budaya
desa bisa berupa:
Keberadaan dan Terdapat sanggar seni desa;
keaktifan Wiseqara kelompok seni | kelompok tex
kelompok seni Terdapat Liclora Easeni budaya desa tradisional; kelompok
budaya desa, kelompok seni Kad 1,:: el yang aktf musik tradisional,
Cerdapat seperti sanggar budayn desa, n?mlm * melaksanakan | hadrah, gambus, | pemeriksaan
26 LESTARI Kegiatan seni kelompa k seni ) seni, kelompok tetapi tidak ada kegiatannya latihan, rebana, . atau | dokumen dan | Dokumentasi
budaya desa buda podcsa. tar, musik kegiatan dalam ash tetbatas pembinaan, karawitan; kelompok observasi kegiatan desa
ya tradisional, teater 2 tahun dilara D takran atau kegiatan teater rakyal atau lapangan
rakyat, atau terakhir (T-1 terakhir (T-1 seni budaya drama tradisional;
kelompok budaya dan T-2). atan T-2) dalam 2 tahun | atau kelompok pencak
lalnnya yang aktif R terakhir (T-1 | silat tradisional.
di desa dan T-2). » Dibuktikan dengan:

= Data kelompok seni
budaya desa yang
disahkan oleh
Kepala Desa

* Dokumentasi
kegiatan kelompok
seni budeya desa




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER (ETERAN METODE S8UMBER
HO FILAR SRDERAROR PENILATIAN INDIKATOR OPERASIONAL 1 A 5 OAR VERIFIKASI DATA
* Pilih tingkat
pelaksanaan kegiatan
adat desa
: Kegiatan adat |e Yang dimaksud
Peisvalenagatant: K:g:tz_naj‘i?t Kegiatan adat atau tradisi dengan pelaksanaan
kﬂg’; e o i Y atau tradisi dilaksanakan | kegiatan adat desa ——
Pelaksanaan terdapat e B v dilaksanakan secararutin | adalah pelaksanaan | ©¢ .
= : tradisi yang dilaksanakan % L3 dokumen dan | Dokumentasi
27 LESTARI | kegiatan adat kegiatan adat - o . : . secara rutin dan melibatkan | adat/tradisi yang < -
desa atau tradisi srisigach baginn Al Slals ratin dalam 2 tahun masyarakat bersifat turun- abes kegatan desa
dari budaya lokal dalam 2 tahun : il lapangan
masvaralat desa terakiir (T-1 terakhir (T-1 desa dalam 2 temurun dan memilild
Y atau T-2) dan T-2) tahun terakhir | makna sosial atau
(T-1 dan T-2) simbolik.
* Dibuktikan dengan
dokumentasi kegiatan
adat atau tradisi.
e Pilih tingkat upaya
pelestarian  budaya
lokal di desa.
Program dan  [° Pelestarian = Budaya
] Program dan kegiatan Lokal, yang dimaksud
Upaya pemerintah Program dan keglata‘n pelestarian bukan hanya kegiatan
desa dalam kegiatan pelestarian budaya lokal seremonial, tetapi
menjaga serta pelestarian budaya lokal dialokasil segala upaya yang
Pelestari terdapat upaya melestarikan budaya lokal dialokasikan At 8 dilakukan desa dan | Pemeriksaan APBDes dan
28 LESTARI menjaga nilai - budaya lokal dialokasikan anggarannya 88 Y masyarakat untuk | dokumen dan | dokumentasi
budaya lokal 2 dalam APBDes s X
budaya melalui program, anggarannya dalam APBDes tahun menjaga, merawat, wawancara kegiatan desa
kegiatan, dan dalam APBDes tahun T-2 T-1 dan meneruskan, dan
dukungan tahun TO atau TO dan T-1, ! TOI menghidupkan nilai-
anggaran desa. T-1 atau T-2 atau (TO adalah nilai budaya lokal.
T-1 dan T-2 tahun berjalan) [° Dibuktikan dengan:

* Dokumen APBDes
= Dolumentasi
kegiatan pelestarian

budaya lokal




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE BUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppNjratAN | INDIKATOR | OPERASIONAL 3 - - KETERANGAN | ypopipikast DATA
* Pilih tingkat
keterlibatan generasi
muda dalam kegiatan
adat dan budaya desa.
» Keterlibatan pemuda
tidak hanya dinilai
Pemuda desa dari i kehadiran
Pemuda desa Pemuda desa terlibat secara | Sebagai peserta, tetapi
pernah terlibat terlibat dalam aktif dan juga dapat berupa
dalam kegiatan | kegiatan adat, berkelanjutan | P€ran dalam
PR i i isi - persiapan, E
da texlib dPartls‘;glam pemuda tfﬁ;gfgf;; :f:;’ I:? ;;:: P;:E gﬁ;‘al pelaksanaan, pemeriksaan
29 | Lpstap | Keterlibatan | BEREEE - egiutan-ad PR Jokd lokalpada. | memiliki peren | LSparttesn, eyt | Dokumentasi
generasi muda e g seza S B paling sedikit 1 | tahun T-1 dan dalam dokumentasi, 1 d kegjatan desa
> s Y kali dalam 2 T-2, baik pelaksanaan | pelatihan, kelompok | fapangan, dan
0 tahun terakhir, | sebagai peserta, atau seni, karang taruna, | Wawancara
yaitu pada pendukung, penggerakan | atau kegiatan
tahun T-1 atau | atau pelaksana | kegiatan adat | Pelestarian  budaya
T-2 kegiatan dan budaya lokal lainnya.
desa = Dibuktikan dengan:

* Dokumen kegiatan

= Daftar Hadir

* Susunan panitia/
SK kepanitiaan

= Surat Keterangan
Peran Pemuda

dalam kegiatan




PARAMETER 8SUB DEFINISI PARAMETER METODE S8UMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppnirAIAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - = = KETERANGAN | vERPIKASI |  DATA
o Pilih tingkat
penyelenggaraan
festival atau event
budaya desa. Festival
atau event budaya
desa dapat berupa
pagelaran seni
tradisional, perayaan
adat, pameran
Festival atau budaya, atau kegiatan
event budaya budaya lain yang
desa diselenggarakan oleh
- S— Festival atau dila.ksanaimn‘ dpemm'ltgtah desa
kegiatan festval Festival atau event ndayn shoara futin, manfaarakau t i
Terdapat atau event budaya event budaya . desa menjadi ngeuda U aayk 3 pemeriksaan Dolcamentas
Pestival ata kegiatan ilkan | d ah | dilaksanakan | budayadesa, [° WM< Pamameter S | S0 e, | kegiatandesa
eatve atan cgil s i S, pe lebih dari 1 kali dan dulkungan atau 2 | dan dokumen
30 LESTARI | event budaya festival atau = seni, tradisi, _adat, dilaksanakan dalam 2 tahun memperoleh kontribusi nyata dari observasi dukingan
desa event budaya atau ekspresi dalam 2 tahun terakhir (T-1 | dukungan atauy | Pemerintah  Daerah lapangan, dan | p,. o nian
desa gudaya]}akilk:nesa terat:h.l‘.rr l'ZI‘—l dan T-2) atau kontribusi dap_at berupa fasilitasi wawancara Daerah
m::'l me at - atau T-2) diiksantksn nyata dari kegiatan, du.kungaj':l
syaraka secara berkala Pemerintah anggaran, .promasl
Daerah dalam 2 | pembinaan, atau
tahun terakhir keterlibatan
(T-1 dan T-2). perangkat daerah
terkait.

e Dibuktikan dengan:

= dokumentasi
kegiatan,

* surat undangan,

® susunan Acara,

= laporan  kegiatan,
dan
= bukd dukungan

Pemerintah Daerah.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER
NO PILAR INDIEA' KETERANGAN METODE SUMEBER
EUR PENILAIAN INDIEATOR OPERASIONAL VERIFIKASBI DATA
1 2 3
Terdapat pos (o Pilih tingkat
Keberadaan dan ronda atau keberadaan dan
ppla.ksana.an sarana pelaksanaan  sistem
Eﬁte] o kge;‘al!m;ndaensa Terdapat pos Terdapat pos ];{cndukuug 21 desd. B fing gan
i ronda atau ronda atau sramanan i
Terdapat sistem yang ditunjukkan sarana sarana lingkungan, (¢ Dibuktikan dengan:
X o dengan adanya pos e odulcun jadwal ronda = dokumentasi
) lingkunga.n ronda atau sarana ie g Pke B yang keberadaan Pos = Dokumentasi
Sistem : pendukung ; e : grad ditetapkan atau ronda atau sarana | Pemeriksaan |, ..., 4
P esa,
a1 AMAN keamanan yang didulamig keamanan, jadwal linglcungan, lingkungan, disepakati, SOP pendukung dolcumen, jagf'a.l mnda,.
lin sarana, - : namun belum jadwal ronda 2 keamanan, observasi
[Sisgk‘l-ml %2’;] pengaturan, xll::::dt: :l::;lgatau d_idukung SOP, | yang ditetapkan ata;'l pedl O;.;jln = jadwal ronda yang | lapangan, dan da':; Saky
SOP, dan di i SOP jadwal ronda, atau disepakati, P : ditetapkan atau wawancara peEadrl
pelaksanaan ai,:.l ngeg::'nan dan serta SOP atau Sl disepakati sHlamling
patroli desa. = pelaksanaan pedoman Seria masyarakat,
sI sk ling, serta patroli'desa pe'iaksa.naan patroli desa = SOP atau pedoman
patroli atau ronda yang jelas siftaming berjalan peislciannan
St - yang berj siskamling, serta
i gan yang dan .| = dolcumentasi
terdokumentasi. terdokumentasi kegiatan patrali
desa.
_ o Pilih tingkat
u
Lo pamsnash Desa memiliki | Pelaksanaan
masyarakat dalam s nglesicisene; i = konflik
Terdapat mencegah, Desa memilild Desa et i penz]nﬁaréan -
pal i : mekanisme, pelaksana, Sosi 1 desa. SOP Rembug
mekaniam memediasi, dan mekanisme dan - : - i ;
e unsur dokumentasi [* Dibuktikan dengan: pemeriksaan Desa
lesai menyelesaikan unsur : el
T penyelesaian Konflik sosial lalisaria pelaksana, dan pelaksanaan * mekanisme  (SOF) dokumen, dokumentasi
32 AMAN konflik sosial konflik - elabi ki e dokumentasi rembug rembug desa, observasi pelaksanaan
masyarakat rexabng dasa yong el pelaksanaan desa/mediasi/ *unsur  pelaksana | japangan, dan dan tindak
melalui rembug 2 rembug koordinasi, dan rembug dasa‘, wawancara lanjut rembug
didukung penanganan = dokum ) =
desa kelembagaan 1akh sosial desa/mediasi/ dolkumentasi °1&k cotas! desa
: koordinasi tindak lanjut PEL menmnl
anggaran, dan snvélisa rembug desa,
pelaksanaan P nyeg:f:_l"]an » dokumentasi tindak
secara berkala. = lanjut hasil rembug

desa.




INDIKA PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
HO LS PENILAIAN INDIKATOR OPERASIONAL ; = 5 KETERANGAN VERIFIKASI DATA
ﬁibe‘ Sataaa dasac e Pilih jenis regulasi
Legelitas dan | keputusan, atau iltalgaitproduk hukum
Pencegahan terdapat upaya komitmen hebgeionn desn AL peel;:yaiahg'upfa;l;gahan perdes /
33 penyalahgunaan | pencegahan desa dalam yang menjadi Keputusan/ Peraturan Pera Desa | narkoba. pemeriksaan keputusan
Sarkobe backaba pencegahan | dasar pelaksanaan Surat Edaran Kepala Desa Dibuktil d dokumen S
penyalahguna | kegiatan Kepala Desa ran EnEan
an narkoba. | pencegahan Perdes atau Perkades
penyalahgunaan %tau SK /SE Kepala
narkoba. Ha
s Pilih tingkat
Pelaksanaan pelaksanaan program
program atau Terdapat atau kegiatan
kegiatan desa yang Terdapat Terdapat program atau pencegahan narkoba
bertujuan kegiatan kegiatan kegiatan di desa.
Program/ mencegah sosialisasi atau | sosialisasi atau pencegahan |, pibuktikan denean:
Pericegalian terdapal upayn kegiatan | penyalahgunaan | edukasi bahaya | edukasi bahaya narkoba e e e Pemetiksan. | g i
34 penyalahgunaan | pencegahan 2 v : . o entasi dokumen dan <
S arlcaba e pencegahan | narkoba melalui narkoba di desa | narkoba di desa | dilaksanakan kegiatan atau RS kegiatan desa
narkoba sosialisasi, dalam 2 tahun dalam 2 tahun | secara aktif dan = laporan  kegiatan,
edukasi, terakhir (T-1 terakhir (T-1 berkelanjutan atau bukt
kampanye, atau atau T-2). dan T-2). (T-2, T-1, dan pelaksanaan
bentuk kegiatan TO). program desa, dan
P4GN lainnya. = RKPDes untuk
Tahun berjalan (T0).
Terdapat tim, | Pilih tingkat
Keberadaan tim, relawan, atau keberadaan dan
relawan, penggiat Terdapat tim, ,:?::]kgizt;t; kelaktlfa.n Qt::"
- relawan, atau
i;‘: r.g?):a:{;:i' 2;2: Belum terdapat r:zlwa:‘;’tzt:é] aktil penggiat anti narkoba | pemeriksaan
Pencegahan terdapat upaya Kelembagaan AnE mendalran tim, relawan, narkgc;gi]:)a ah melaksanakan di desa. dokumen, Dol et
35 penyalahgunaan | pencegahan /relawan anti )};3 Iagksanaan 6 atau penggiat diben tukyataﬁ kegiatan o Dibuktikan dengan: observasi Kegiatan desa
narkoba narkoba narkoba kegiatan anti narkoba di dilibat} pencegahan = SK Tim Relawan, lapangan, dan
desa. s penyalahgunaan » dokumentasi wawancara
peEc:lg:ﬁlan o dala.n:[ kegiatan narkoba di desa kegiatan, atau
Eear]-‘:oba_gun oG dalam 2 tahun = Surat  keterangan
terakhir (T-1 dan dari pemerintah
T-2). desa.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER KETERAN METODE BUMBER
=0 FILAR TWDIRATOS PENILAIAN INDIKATOR OPERASIONAL = = = Sat VERIFIKASI DATA
Terdapat o Pilih tingkat
Terdapat Terdapat dukungan dukungan anggaran
Adanya dukungan dukungan dukungan anggaran atau | dan kolaborasi untuk APBDes
pembiayaan dan anggaran atau angegaran atau kerja sama kegiatan pencegahan do} e];
kerja sama dengan kerja sama kerja sama yang jelas narkoba di desa. Vegiatan
Pencegahan terdapat upaya Dukungan pihak terkait yang jelas yang jelas untuk kegiatan | Dibuktikan dengan: Pemeriksaan gfke lj:‘a
36 AMAN penyalahgunaan | pencegahan anggaran dan | untuk pelaksanaan | untuk kegiatan | untuk kegiatan pencegahan = APBDes, dokumen dan i, e
narkoba narkoba kolaborasi kegiatan pencegahan pencegahan penyalahgunaa * dolumentasi wawancara bu'lm
pencegahan penyalahgunaa | penyalahgunaa | n narkoba pada kegiatan, dul
penyalahgunaan n narkoba pada | n narkoba pada | tahun T-2, T-1, = surat kerja sama, ihak :e%il;i t
narkoba di desa. tahun T-2 atau tahun T-2 dan dan TO (TO atau p
T-1 T-1 adalah tahun = bukt dukungan
berjalan) pihak terkait.
Keberadaan e o "
Kebijakan | kebijakan, ¢ Fitiy. Jemia = regulist
atau produk hukum
dan keputusan, atau toficait s
Perlindungan terdapat upaya komitmen komitmen resmi Surat perlindungan pay perdes /
37 AMAN perempuan dan perlindungan desa dalam desa yang menjadi Keputusan/ Peraturan Peraturan Desa | perempuan dan anak pemeriksaan keputusan
perempuan dan upaya dasar pelaksanaan Surat Edaran Kepala Desa 2 % ) dokumen
anak . e Dibuktikan dengan: kepala desa
anak perlindungan | upaya Kepala Desa
perempuan perlindungan Perdes atau Perkades
dan anak Perempuan dan El)tau SK / SE Kepala
Anal: esa.
e Pilih tingkat
Terdapat pela.ksiﬂagm program
atau kegiatan yang
Pelaksanaan Terdapat Terdapat program atau mendukung Desa
program atau kegintan Aesiatn kegiatan desa Ramah  Perempuan
kegiatan desa yang ialisasi ialisasi yangresponsif | dan Peduli Anak di
s terdapat upaya | Program/kegi | mendukung SOMALIAE] NIAL. | BOSISIENE AN terhadap d "
Perlindungan Siiehin i et | Sados edukasi terkait | edukasi terkait e A S Pemeriksaan | oo\ o osi
38 AMAN perempuan dan per gan PO p EAn, perlindungan perlindungan p pu e Dibuktikan dengan: dokumen dan 5
perempuan dan perempuan pemberdayaan, anak yang * dobimentasi kegiatan desa
anak avak dan analk artisipast dan perempuan dan | perempuan dan dilak RElamsniaq wawancara
eshemind s anak dalam 2 | anak dalam 2 asa‘]m.[ ool lmgintany .
pemenuhan tahun terakhir | tahun terakhir | STCo = %< “leporun,  Kepmbin,
perempuan dan (T-1 atau T-2) (T-1 dan T-2) berkelanjutan atau bukti
anak. g : (T-2, T-1, dan pelaksanaan
TO). program desa, dan

= RKPDes untuk

Tahun berjalan (T0).




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppnpjaTaN | INDIRKATOR | OPERASIONAL - > § KETERANGAN | ypRIFIKAST DATA
Terdapat
forum, kader, . i
atau * Pilih tingkat
mekanisme keben_adaan dan
Keberadaan forum, Terdapat pelibatan kealktifan
kader, kelompok, Belum terdapat | forum, kader, | perempuan dan kelf;ﬁagaan h‘b:tau
terdapat upaya | Kelemba atan mekanisme forum, kader, atau anak yang aktif | mexanisme cfe tan _
Perlindungan apat upay mbagaan | .jbatan atau mekanisme dan berperan perempuan dan ansak | pemeriksaan .
39 AMAN uan dan pedindungan dan pelibstan rempuan dan mekanisme libatan dalam di desa. dokumen dan D“‘F‘”"e“m‘
B PR erempuan dan | perempuan/ ey 5 pe s Dibuktikan de - kegiatan desa
anak Sn ak pintei anak dalam pelibatan perempuan mendukung 1 Tgan: wawancarg
kegiatan desa dan | perempuan dan | dan/atau anak terwujudnya SK forum/kader,
perlindungan anak di desa. | dalam kegiatan Desa Ramah 2 io]{umentaz
sosial. desa. Perempuan dan o Sau?:tm'kilel:angan
Peduli Anak. dari pemerintah
dalam 2 tahun Qesn:
terakhir (T-1
dan T-2).
Keberadaan . o 5
Kebijakan | kebijakan, i igﬁ F;‘fc;‘;flk ’;ﬁjﬁ
dan kepl:!tuaa.n, atat} terkait upaya
terdapat komitmen komitmen resmi Surat y - Kesiapsia - pedes
Kesiapsiagaan kesiapsiagaan desa dalam desa yang menjadi Keputusan raturan A pemeriksaan
= ReEAL bencana desa menghadapi upaya dasar pelaksanaan Surat Edaran Kepala Desa sl g%ng{hg]dapl begca.na. dokumen ]:‘. ep;;u dS::a
bencana kesiapsiagaan | upaya Kepala Desa * P;r Jes atan Perekiﬁ P
menghadapi | kesiapsiagaan
benca.nap menghadapi aDts;J&SK / SE Kepala
bencana.
Pro Pemerintah  |» Pilih tingkat
po— 5 cs?_;;?agam Pemerintah Pemerintah Desa sudah | perencanaan
program s Desa sugdkah Desa su:ka;ln menuangkan léeemapaagaan —
AN 5 menuangkan menuan program ncana desa. es,
Eoafodn. ;irg:?::agaan I;:’:;!Liagaan :masu;];?:maﬁs program program kesiapsiagaan s Dibuktikan dengan — RKPDes, atau
41 AMAN berxca‘:u dgemsa menghsdagi dalam dilim doknmen kesiapsiagaan kesiapsiagaan | bencana dalam | RPJMDes dan RKPDes Aolaimen dokumen
bex oo s perencanaan dan bencana dalam | bencana dalam RPJMDes dan yang sudah di- perencanaan
CATIE St St RPJMDes dan RPJMDes dan RKPDes tahun | highlight di bagian desa
ity i s RKPDes tahun | RKPDestahun | T-1,T-2,dan | program
e R T-1 atau T-2. T-l1danT-2. | TO (TOadalah | kesiapsiagaan

tahun berjalan)

bencana desa.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
No INDIKATOR | "ppNILATAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - 3 KETERANGAN | yppririkasT DATA
Keberadaan forum . )
atau tim relawan * Pilih tingkat
kebencanaan desa Terdapat forum | keberadaan dan
yang berfungsi Tnlanas S atau Hm keaku!‘a.n forum atau
mendukung tga o relawan tim relawan
kesiapsiagaan, Belum terdapat arlel:wan kesiapsiagaan tﬁmapmai?an
terdapat tanggap darurat, forum atau tim PR bencana yang ETICATIE. 38, .

42 Kesiapsiagaan kesiapsiagaan f:: sliea:n:iaagi:‘; dan edukasi relawan I;z:;};s;ﬂg:ﬁn aktif e Dibuktikan dengan:‘ é‘ekl::;en}:sx?jan Dokumentasi
bencana desa menghadapi begcar?a kebencanaan. kesiapsiagaan dibentukyoleﬁ melaksanakan * SK forum atau tim | GOXUMEN N | yooiqian desa
bencana Salah satn bencana yang ot kegiatan relawan, wawaneara

indikator Destana aktif di desa. pgm rmta kesiapsiagaan »:dafar sngapta,
adalah adanya e en | didesadslamz | *dotumentud
Forum PRB dan 5y A tahun terakhir u ksegiatan,katau
Tim Relawan PB (T-1 dan T-2). el e o
Desa/Kelurahan G T
yang aktif.
Terdapat . B
Terdapat Terdapat kegiatan e Pilih tingkat
kegiatan kegiatan sosialisasi atau | Pelaksanaan kegiatan
sosialisasi atau | sosialisasi atau edukasi peningkatan
edukasi edukasi kebencanaan | kapasitas )
Pelaksanaan kebencanaan kebencanaan atau kegiatan | kebencanaan di desa.
terdapat Kegiatan sosialisasi, atau kegiatan atau kegiatan pelathan, |* Dibuktikan dengan: Pomarik
43 Kesiapsiagaan | kesiapsiagaan peningkatan | edukasi, pelatihan, pelatihan, pelatihan, simulasi, atau ® dokumentasi d ege Si:im Dokumentasi
bencana desa menghadapi kapasitas dan | atau simulasi sirnulasi, atau simulasi, atau peningkatan kegiatan, N oELnEn vAn kegiatan desa
bencana simulasi kebencanaan bagi peningkatan peningkatan kapasitas ® laporan pelatihan, Wawaneara
masyarakat desa. kapasitas kapasitas kebencanaan di . daf!ar hadir, . .
kebencanaan di | kebencanaan di desa secara * bujdl smulasi
desadalam 2 | desadalam 2 aktif dan o
tahun terakhir | tahun terakhir berkelanjutan - w}%un
(T-1atauT-2). | (T-1danT-2). | (T-2, :rrfall dan berjalan (T0)
_ lo Pilih tingkatan
eberadaan penetapan anggota
anggota atau Ada Pelaksana, ‘3:; gf:::;m g:_z ge,}:;s;;?{ personel L.inmaf,lg ¢
Kelembagaan terdapat p'ersonel yang namun tidak den SK dari | den SK dari |* Dibuktikan dengan: Pemeriksaan SK dari
4G keamanan desa | kelembagaan - ditetapkan sebagai ditetapkan X ga; D K gan D = Dokumentasi dolkumen dan HL
(Linmas) keamanan desa bagian dari dengan SK dari Epaa es epala Desa ersonil linmas; wawancara Kepala Dosa
untuk tahun T- | untuk tahun T- p S;
kelembagaan Kepala Desa 2 atau T-1 2 dan T-1 = Surat Keputusan
keamanan desa. Pelaksana dari

Kepala Desa.
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45

Pelayanan
publik desa

Pelayanan
administrasi
desa tersedia
den berjalan
dengan baik

kemudahan
informasi
layanan

Kemudahan
mendapatkan
informasi layanan
yang disediakan
melalui metode
sebagai berikut:

1. Manual,
seperti: tatap
muka/ jemput
bola/unit
pelayanan
administrasi

2. Hotline,
seperti:
layanan email /
telpon.

3. Media Sosial,
seperti:
instagram/
facebook/
whatsapp, dsb

4. Layanan
Online melalui
website/
webaplikasi/
aplikasi mobile
(android atau
ios) /Artificial
Intelligence
(seperti :
berbagai
segmentasi
pengguna.
chatbot)

Informasi
layanan
diperoleh
melalui 1 dari 4
metode

[nformasi
layanan
diperoleh
melalui 2 dari 4
metode

Informasi
layanan
diperoleh
melalui 3 atau
lebih metode

* Pilih jumlah metode
yang digunakan
untuk memberikan
informasi layanan
yang tersedia.

e Dibuktikan  dengan
dokumentasi layanan
pada masing-masing
metode dan
dilampirkan  secara
terpisah.

Pemeriksaan
dokumen dan
wawancara

Dokumen
pelayanan
desa




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | ppNiTATAN | INDIKATOR | OPERASIONAL - , = KETERANGAN | vERIFIKASI DATA
Alat kerja yang
digunakan dalam
pelayanan
administrasi desa
untuk
memudahkan
akses dan proses e Pilih jenis alat kerja
layanan bagi yang digunakan
masyarakat, baik untuk mendukung
secara manual, Pelavanan Pelayanan Pelayanan pelaksanaan
Pelayanan elektronik, s dmﬁismi administrasi administrasi | pelayanan Pemeriksaan
Pelayanan administrasi alat kerja maupun digital. desa dilakukan | 9€se didukung desa sudah administrasi desa. dokumen, Dokumen
16 ublik desa desa tersedia pendulkung | Contoh Sepava dengan didukung e Dibuktikan  dengan observasi pelayanan
P dan berjalan pelayanan manual/non manual fnen pengegunaan dengan adanya | dokumentasi kegiatan | lapangan dan desa
dengan baik elektronik: tatap elekironik perangkat suatu platform layanan yang wawancara
muka/jemput bola. elektronik digital memperlihatkan
Contoch ?erangkat penggunaan alat kerja
PG, prnter, T/ e O v
» printer, administrasi desa.
scanner, proyektor,
smartphone, dll.
Contoh platfiorm
digital:
pemanfaatan
aplikasi, dll.
le Pillh rentang rasio
penyelesaian
pengaduan dalam 2
Rasio pengaduan (dua) tahun terakhir
yang tertangani terkait pelayanan
dalam 2 (dua) administrasi desa. .
Pelayanan tahtia téralhic s Dibuktikan dengan: Pemeriksaan
administrasi Penyelesaian i o % < 50% atau = Voo dokumen, Dokumen
Pelayanan ¢ meliputi keluhan, : i dolcumentasi kegiatan 4
47 AMAN publik desa desa ter'sedla layanan \ritik konstrulktit. Tidak ada 51% s.d. 90% z91% penyelesaian observasi pelayanan
dan berjalan pengaduan aaidn 2 pengaduan pengaduan/ lapangan dan desa
dengan baik r screenshoot media wawancara

pengaduan lainnya
terkait layanan
administrasi desa.

layanan pengaduan;

= rekapitulasi
pengaduan dan
persentase rasio
penyelesaian

pengaduan.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE SUMBER
NO | PILAR | INDIKATOR | "ppnpyavaN | INDIKATOR | OPERASIONAL - = = KETERANGAN | yppiprkAST DATA
» Pilih tingkat
keberadaan BUMDes
di desa. Penilaian
memperhatikan
pembentukan
Keherada_an Badan BUMDes, legalitas
lsjebagaihll::nkb]z;:a BIVEeA tih RS s b mﬁgaﬁengdola
. dibentuk, dibentul, ik 2
Sibentak somnE | BUMDes telan |, memilild memiid | {25 SAmImETES Perdor SK
resmi oleh dibentuk dan _]alga].ltas y];.ilg lelgalitas yang BUMDes P ik d](ep.:lla Desa,
5 p Jjelas, struktur jelas, struktur < j emeriksaan an dokumen
48 | UNGGUL gﬁﬁg‘::m gurd{;gz'; . ’ pemerntah desa | =~ memilld | pongelola,dan | pengelola, dan [ i dpe“%‘"" dokumen dan | administrasi
st ﬂi“gl en“k}eg“naﬁm Se"g‘*‘hm aktar |  administrasi administrasi g;:‘g; ; €TAes | wawancara kegiatan
kegiatan usaha | kegiatan usaha usaha
wos g o yang berjalan | yang begjalan | BUMDes, Keputusan BUMDes
Pe] I'gt‘ Ny pada tahun T-2 | pada tahun T-2 epela sfsan :]ré ; g
. atau T-1. dan T-1. PSUEMIVUDI REURRI0M:
menjalankan Struktur  Organisasi
usahanya. BUMDes, AD/ART
atau dokumen
kelembagaan lain,
dokumen administrasi
kegiatan usaha

BUMDes.




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE BUMBER
NO | PILAR | INDIRATOR | "LpyyalaN | INDIKATOR | OPERASIONAL - - = KETERANGAN | ypRIPTKAS] DATA
» Pilih tingkat
keberadaan dan
perkembangan UMKM
desa. Penilaian
p'lt;?: dataa.nm memperhatikan
UMKM desa, %‘i’i’ﬁf ge'a'k"‘
Keberadaan usaha pelaku UMKM U\‘IJ{M’ deg:n 1 i
mikro, kecil, dan aktif s g
menengah yang Ter:l:lapat menjalankan Jeegh .ata];e 1.‘1:13113 yagag
dijalankan oleh U"fﬂ‘;o;m‘“d - sa‘ usaha dalam 2 masn ‘hmba‘j': an, e
masyarakat desa Terdapat dan terdasat tahun terakhir m gan elalui Ob . Data UMEKM
T, dan dibuktikan pelaku UMKM s U\E?M (T-1 dan T-2), ‘;‘_i t:; i 3'3“"“3‘ desa dan
49 UNGGUL | UMKM desa AR dengan adanya di desa, tetapi pe = serta sebagian pemasarant:  digra, pangan ¢an | goiyumentasi
aktif pelaku usal belum terdata yang aktif UMKM telah promosi daring, atau | pemeriksaan kegiatan
pendataan UMKM, | denganbaik. | MSpalamkan | peqcembang fnmk”ajms';“g“‘an dokumen usaba
?sﬁakﬁ?;asm tahun terakhir pen;ezalm  Dibuktikan  dengan
berjalan dan (T-1 dan T-2). digital, promosi gata Uquk desa,
berkembang daring, atau olmentast keglatan
usaha, dokumentasi
EREIGE pemasaran digital
penguatan . o
- akun media sosial
sisaha ] e usaha, marketplace,
katalog produk, atau
bukti pengembangan
usaha lainnya.
5 - Pilngembangan
2 engem gan esa wisata
Pengembangan l:v?il::lt‘:l?t? desa wisata telah ls+ Pilih tingkat
desa wisata telah diidentifikasi telah dituangkan perencanaan dan
diidentifikasi dan 7 % dituangkan dalam komitmen desa dalam
dituangkan dalam tetapi belum dalam dokumen desa. pengembangan desa RPJMDes,
Perencanaan dituangkan _ t 2 RKPDes,
Pengemban texdanat dan pErEnCanBaT, secara jelas Oulamendess didukung wisata Pemeriksaan APBDes, dan
50 UNGGUL BELT gan potensi wisata = keputusan desa, dan/atau kegiatan le Dibuktikan  dengan i
desa wisata komitmen } dalam R dokumen berita acara
desa desa wisata Sl midsyaw; dokumen atau dipatasian dan/atau RPJMDes,  RKFDes, musyawarah
desa sebagai dalam anggaran desa, | APBDes, berita acara
= A program desa desa
bagian dari pada 2 tahun musyawarah serta musyawarah desa,
pengembangan terakhir (T-2 desa pada 2 dilaksanakan atau dokumen desa
potensi desa dan T-1) tahun terakhir secara lainnya
(T-2 dan T-1) berkelanjutan,

tertuang dalam




PARAMETER SUB DEFINISI PARAMETER METODE S8UMBER
8O, S EVREEALOR PENILATAN INDIEATOR OPERASIONAL T 5 3 Sl VERIFIEABI DATA
dokumen
RKPDes dan
APBDes 2
tahun terakhir
(T-2 dan T-1)
Upaya promosi
desa wisata dan Sudah adda — . Media sosial,
pemanfaatannya Sudah ada Sudah ada promosl d esa. e Piih tingkat promosi brosur,
sebagai kegiatan promosi desa promosi desa i il . peman._l'aatan pamilet, paket
A . 3 keterlibatan ekonomi desa wisata. =
ekonomi desa wisata dan wisata dan e t | Dibu dens cnerikeass wisata,
— Promosi dan | melalui media keterlibatan keterlibatan | ﬂaﬁl“aalm‘am s diakﬁkmsosi oL, b A | nmentes: | dokumentasi
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PROGRAM DESA HELAU

MEKANISME PELAKSANAAN LOMBA DESA HELAU
A. UMUM

Lomba Desa HELAU merupakan bagian dari pelaksanaan Program Desa
HELAU yang diselenggarakan sebagai instrumen evaluasi, pembinaan, dan
apresiasi terhadap desa dalam penerapan pembangunan berbasis pilar
Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul.

Lomba Desa HELAU diselenggarakan sebagai bentuk penguatan terhadap
pelaksanaan Lomba Desa, khususnya dalam aspek pembangunan desa yang
menekankan kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya,
keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik desa, serta
penguatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi desa.

Penyelenggaraan Lomba Desa HELAU dilaksanakan untuk:
1. mengukur tingkat keberhasilan desa dalam menerapkan pilar HELAU;

2. memperkuat kualitas pembinaan desa melalui pendekatan tematik
pembangunan desa;

3. memberikan apresiasi kepada desa yang menunjukkan kinerja terbaik
dalam pelaksanaan Program Desa HELAU; dan

4. mendorong peningkatan kualitas pembangunan desa secara
berkelanjutan.

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU ini disusun sebagai pedoman
umum dalam penyelenggaraan tahapan Lomba Desa HELAU agar
pelaksanaannya berlangsung secara tertib, objektif, terukur, transparan,
dan akuntabel.

B. KEDUDUKAN DAN KORELASI DENGAN LOMBA DESA

Lomba Desa HELAU berkedudukan sebagai instrumen penguatan tematik
terhadap pelaksanaan Lomba Desa dalam rangka mendorong peningkatan
kualitas pembangunan desa yang selaras dengan arah kebijakan Program
Desa HELAU.

Dalam penyelenggaraannya, Lomba Desa HELAU tidak berdiri terpisah dari
Lomba Desa, melainkan merupakan bagian lanjutan yang memperkuat
aspek substansi pembangunan desa, khususnya yang berkaitan dengan
kualitas lingkungan, penataan wilayah, pelestarian budaya, keamanan dan
ketertiban masyarakat, pelayanan publik desa, serta daya saing dan
pemberdayaan ekonomi desa.

Kedudukan Lomba Desa HELAU dalam hubungannya dengan Lomba Desa
dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. ketentuan dan mekanisme dalam Lomba Desa merupakan prasyarat
bagi desa untuk mengikuti Lomba Desa HELAU;

2. Lomba Desa HELAU dilaksanakan sebagai bentuk penguatan terhadap
hasil pelaksanaan Lomba Desa, khususnya dari aspek penerapan pilar
HELAU,;

3. Lomba Desa HELAU dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan
Lomba Desa tingkat kabupaten;



4. desa yang dapat mengikuti Lomba Desa HELAU adalah desa yang
ditetapkan scbagai nominasi berdasarkan hasil pelaksanaan Lomba
Desa tingkat kabupaten; dan

S. jumlah desa yang ditetapkan sebagai nominasi sebagaimana dimaksud
pada angka 4 diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan Lomba
Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.

Dengan kedudukan tersebut, Lomba Desa HELAU berfungsi untuk:

1. memperdalam evaluasi terhadap desa-desa yang telah menunjukkan
capaian baik dalam Lomba Desa;

2. memperkuat dimensi kualitas pembangunan desa melalui pendekatan
pilar HELAU;

3. memberikan arah pembinaan yang lebih fokus dan terukur bagi desa
nominasi; dan

4. menghasilkan desa percontohan yang tidak hanya unggul secara umum,
tetapi juga menunjukkan capaian yang kuat dalam penerapan pilar
HELAU.

Indikator dan instrumen penilaian Lomba Desa HELAU menjadi rujukan
bagi seluruh desa dalam menerapkan pilar HELAU pada penyelenggaraan
pembangunan desa. Dalam rangka penerapan pilar HELAU tersebut,
pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan,
fasilitasi, dan penguatan kapasitas desa secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, hasil Lomba Desa menjadi dasar administratif dan
substantif bagi penetapan nominasi Lomba Desa HELAU, sedangkan hasil
Lomba Desa HELAU menjadi dasar penilaian akhir untuk menentukan desa
terbaik dalam penerapan pembangunan desa berbasis pilar HELAU,

C. TUJUAN
Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman umum bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kecamatan, Pemerintah Desa, Tim Penilai, dan pihak terkait dalam
penyelenggaraan Lomba Desa HELAU;

2. menjamin keterpaduan dan keselarasan pelaksanaan Lomba Desa
HELAU dengan tahapan Lomba Desa;

3. memastikan bahwa pelaksanaan Lomba Desa HELAU dilakukan secara
tertib, sistematis, objektif, terukur, transparan, dan akuntabel;

4. memberikan acuan yang jelas mengenai tahapan penetapan nominasi,
sosialisasi instrumen, pengisian instrumen penilaian, penyampaian
bukti dukung, penilaian, verifikasi, dan penetapan hasil;

5. menjamin bahwa proses penilaian Lomba Desa HELAU dilaksanakan

berdasarkan indikator, instrumen, dan bukti dukung yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

6. mendukung pembinaan desa secara berkelanjutan dalam penerapan
pilar HELAU sebagai bagian dari penguatan kualitas pembangunan desa.
D. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:

1. Tahap Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Tahap ini merupakan tahapan awal yang menjadi dasar penentuan desa
yang dapat mengikuti Lomba Desa HELAU. Pada tahap ini :



a.

b.

pemerintah Daerah melaksanakan Lomba Desa tingkat kabupaten
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten menjadi dasar
administratif dan substantif bagi penetapan desa yang akan
diikutsertakan dalam Lomba Desa HELAU; dan

desa yang tidak mengikuti atau tidak memenuhi ketentuan dalam
Lomba Desa tidak dapat mengikuti Lomba Desa HELAU.

2. Tahap Penetapan Nominasi Lomba Desa HELAU

a.

b.

c.

berdasarkan hasil pelaksanaan Lomba Desa tingkat kabupaten,
ditetapkan sejumlah desa sebagai nominasi Lomba Desa HELAU;

penetapan nominasi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

jumlah desa yang ditetapkan sebagai nominasi diatur lebih lanjut
dalam petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU yang ditetapkan
setiap tahun.

3. Tahap Sosialisasi Instrumen kepada Nominasi

a.

b.

c.

desa nominasi diberikan sosialisasi mengenai ketentuan, indikator,
dan instrumen penilaian Lomba Desa HELAU,;

sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk:

¢ memberikan pemahaman kepada desa mengenai ruang lingkup
dan arah penilaian Lomba Desa HELAU;

 menjelaskan tata cara pengisian instrumen penilaian;

¢ menjelaskan jenis dokumen dan bukti dukung yang harus
disiapkan; dan

¢ memastikan kesiapan desa nominasi dalam mengikuti tahapan
penilaian.

Sosialisasi instrumen kepada nominasi dilaksanakan oleh perangkat
daerah terkait, Satgas HELAU Kabupaten melalui Sekretariat Satgas
HELAU Kabupaten, Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat
Satgas HELAU Kecamatan, dan/atau tim teknis yang ditugaskan.

4. Tahap Pengisian Instrumen Penilaian dan Penyampaian Bukti Dukung

a.

desa nominasi wajib mengisi instrumen penilaian Lomba Desa
HELAU sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

desa nominasi wajib menyampaikan dokumen, data, dan bukti
dukung kepada Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas
HELAU Kecamatan.

Satgas HELAU Kecamatan melalui Sekretariat Satgas HELAU
Kecamatan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan
administrasi dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana
dimaksud pada huruf b.

dokumen, data, dan bukti dukung yang telah diperiksa sebagaimana
dimaksud pada huruf c diteruskan kepada Satgas HELAU Kabupaten
melalui Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan format,
tata cara, dan jadwal yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan.

bukti dukung yang disampaikan harus relevan dengan indikator dan
parameter penilaian yang telah ditetapkan.



f. dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen,
Satgas HELAU Kecamatan dan/atau Satgas HELAU Kabupaten dapat
meminta perbaikan atau pelengkapan kepada desa nominasi sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan.

5. Tahap Penilaian dan/atau Verifikasi oleh Tim Penilai

a. terhadap instrumen penilaian dan bukti dukung yang telah
disampaikan oleh desa nominasi melalui Satgas HELAU Kecamatan
dan diteruskan kepada Satgas HELAU Kabupaten, dilakukan
penilaian dan/atau verifikasi oleh Tim Penilai Lomba Desa HELAU.

b. penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan melalui:

e penilaian administrasi;
e pemeriksaan dokumen dan bukti dukung;
e verifikasi lapangan, apabila diperlukan,;

e wawancara atau klarifikasi dengan pemerintah desa, lembaga
desa, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat; dan

e metode lain yang diperlukan sesuai petunjuk pelaksanaan;

c. Tim Penilai melakukan penilaian berdasarkan indikator, sub
indikator, definisi operasional, parameter penilaian, metode
verifikasi, dan sumber data yang telah ditetapkan; dan

d. hasil penilaian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b dituangkan dalam berita acara dan rekapitulasi hasil
penilaian serta menjadi bahan pembinaan lebih lanjut oleh Satgas
HELAU Kabupaten dan Satgas HELAU Kecamatan.

6. Tahap Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pemenang

a. berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, disusun rekapitulasi nilai
akhir desa nominasi;

b. rekapitulasi nilai akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi
dasar penyusunan peringkat hasil Lomba Desa HELAU;,

c. berdasarkan hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf b,
ditetapkan pemenang Lomba Desa HELAU; dan

d. pemenang Lomba Desa HELAU ditetapkan paling sedikit dalam
kategori:
e Juaral,
e Juara ll; dan
e Juara IIL

Selain kategori sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat ditetapkan
kategori penghargaan lain sesuai petunjuk pelaksanaan.

E. DOKUMEN DAN BUKTI DUKUNG

Dalam mengikuti Lomba Desa HELAU, setiap desa nominasi wajib
menyiapkan dan menyampaikan dokumen, data, dan bukti dukung yang
relevan dengan indikator dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.

Penyampaian dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud
pada paragraf pertama dilaksanakan secara berjenjang melalui Satgas
HELAU Kecamatan dan Satgas HELAU Kabupaten melalui sekretariat
masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan.



Dokumen, data, dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada paragraf
pertama digunakan sebagai dasar untuk:

1. membuktikan pelaksanaan indikator dan sub indikator Lomba Desa
HELAU;

mendukung hasil pengisian instrumen penilaian;

3. memudahkan proses pemeriksaan administrasi, verifikasi, dan
klarifikasi oleh Tim Penilai; dan

4. menjamin bahwa proses penilaian dilakukan secara objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Dokumen dan bukti dukung yang disiapkan oleh desa nominasi paling

sedikit meliputi:

1. formulir instrumen penilaian yang telah diisi;

2. dokumen kebijakan decsa yang relevan, termasuk peraturan desa,
peraturan kepala desa, surat keputusan kepala desa, atau dokumen
sejenis;

3. dokumen perencanaan desa yang relevan, termasuk RPJMDes, RKPDes,
APBDes, atau dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya;

4. dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan desa yang berkaitan
dengan indikator penilaian;

5. data, register, laporan, arsip, atau catatan lain yang mendukung
pelaksanaan indikator;

6. dokumentasi kegiatan, sarana, kondisi lapangan, atau hasil
pelaksanaan kegiatan; dan

7. dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai kebutuhan penilaian,

Dokumen dan bukti dukung sebagaimana dimaksud di atas harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. sesuai dengan indikator dan parameter penilaian;

2. dapat diverifikasi kebenaran dan keterkaitannya dengan kondisi desa;

3. disusun secara tertib, sistematis, dan mudah diperiksa; dan

4. menggambarkan kondisi aktual atau pelaksanaan kegiatan dalam
periode penilaian yang ditetapkan.

Dokumen dan bukti dukung dapat disampaikan dalam bentuk fisik, digital,
atau keduanya melalui Sekretariat Satgas HELAU Kecamatan dan/atau
Sekretariat Satgas HELAU Kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam
petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Dalam hal Tim Penilai memerlukan penegasan atas dokumen, data, atau
bukti dukung yang disampaikan, desa nominasi wajib memberikan
klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan
jadwal dan tata cara yang ditetapkan.

. TIM PENILAI

Penilaian Lomba Desa HELAU dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Desa
HELAU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri atas unsur:

1. perangkat daerah terkait;
2. akademisi;



pelaku usaha;
tokoh masyarakat;

media massa; dan

o b o

pemangku kepentingan lainnya.

Tim Penilai mempunyai tugas :

1. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Program Desa HELAU dan
Lomba Desa HELAU berdasarkan indikator dan instrumen penilaian
yang telah ditetapkan;

2. melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan untuk memastikan
kesesuaian antara instrumen, bukti dukung, dan kondisi riil desa;

3. menyusun hasil penilaian dan rekapitulasi nilai desa nominasi; dan
4. merekomendasikan penetapan desa terbaik dalam Lomba Desa HELAU.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai wajib menjunjung prinsip :
1. objektivitas;

2. independensi;

3. transparansi;
4, akuntabilitas; dan
5. profesionalitas.

Tim Penilai dapat melakukan klarifikasi, pendalaman, dan konfirmasi
terhadap dokumen, data, bukti dukung, dan informasi yang disampaikan
oleh desa nominasi sepanjang diperlukan untuk menjamin ketepatan hasil
penilaian.,

Hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai dituangkan dalam :

1. lembar penilaian;

2. rekapitulasi hasil penilaian;

3. berita acara penilaian; dan

4. rekomendasi hasil penilaian.

Rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada paragraf keenam
menjadi dasar bagi penetapan pemenang Lomba Desa HELAU sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

. PETUNJUK PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Lomba Desa HELAU
diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan setiap tahun. Petunjuk
pelaksanaan Lomba Desa HELAU paling sedikit memuat:

1. jumlah desa nominasi,;

2. jadwal pelaksanaan;

3. tata cara sosialisasi instrumen,;

4, tata cara pengisian instrumen penilaian serta penyampaian dokumen,
data, dan bukti dukung;

5. tata cara penilaian dan/atau verifikasi;

6. pembobotan, rekapitulasi nilai, dan tata cara penetapan hasil; dan



-

7. ketentuan teknis operasional lainnya yang diperlukan dalam
pelaksanaan Lomba Desa HELAU.

Petunjuk pelaksanaan Lomba Desa HELAU menjadi acuan operasional bagi
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tim Penilai,
dan pihak terkait dalam pelaksanaan Lomba Desa HELAU pada tahun
berjalan. Petunjuk pelaksanaan tersebut disusun dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta
kebutuhan pelaksanaan Lomba Desa HELAU secara objektif, terukur, tertib,
dan akuntabel.

. PENUTUP

Mekanisme Pelaksanaan Lomba Desa HELAU ini menjadi pedoman umum
dalam penyelenggaraan Lomba Desa HELAU sebagai instrumen penguatan
pelaksanaan Program Desa HELAU di Kabupaten Lampung Selatan.

Pelaksanaan Lomba Desa HELAU diharapkan dapat memperkuat kualitas
pembinaan desa, meningkatkan capaian penerapan pilar HELAU, dan
mendorong terwujudnya desa yang Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul
secara berkelanjutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis
operasional, pelaksanaannya berpedoman pada petunjuk pelaksanaan
Lomba Desa HELAU yang ditetapkan setiap tahun.
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